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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta
keinginan untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|jIP) tahun 2025.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna,
bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan
terukur, sehingga dapat terwujud good governance yang diharapkan. Untuk itu
pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang
telah ditetapkan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

LKjIP ini tersusun berkat kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam
pengumpulan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan. Namun kami menyadari akan adanya segala
kekurangan dalam penyusunan LKj]IP ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan
saran yang bermanfaat guna peningkatan kualitas yang lebih baik pada penyusunan
LKjIP yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP)
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini
dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selaku
unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan Kkinerja.
Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi
Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang
berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, capaian
tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya
mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
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dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden
No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP).  Sehubungan dengan hal tersebut Dinas/Badan/Kecamatan/
Sekretariat Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten
Grobogan Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait
pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan

dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan
dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan
rakyat dankawasan permukiman dan pertanahan. Untuk melaksanakan tugas
tersebutdan fungsi dari masing-masing komponen struktur dijabarkan sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan

permukiman dan pertanahan;
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b) Pengoordinasian, pengembangan, dan fasilitasi kegiatan di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

c) Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan pertanahan;

d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

e) Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat,

kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana,

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan,

hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan

pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;

b) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis
di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan pertanahan;

c) Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan,
adminitrasi umum dan surat-menyurat;

d) Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan
rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan dinas,
hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan

pelaporan;
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e) Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban
keuangan;

f) Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya.

. Bidang Perumahan
Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan
fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan, perencanaan,
penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta
pemantauan dan evaluasi perumahan. Untuk melaksanakan tugas pokok
tersebut, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan,
perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah
swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah
swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah
swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan;

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan,
penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya, serta
pemantauan dan evaluasi perumahan;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah
swadaya, serta pemantauan dan evaluasi perumahan; dan

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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4. Bidang Kawasan Permukiman

Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengembangan, pemberian rekomendasi dan fasilitasi teknik, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan di bidang pendataan, perencanaan,
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman. Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Kawasan Permukiman
mempunyai fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan,
perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan
permukiman;

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan
permukiman;

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan
permukiman;

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pendataan, perencanaan,
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendataan,
perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan
permukiman; dan

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

Kepala Bidang Penataan Bangunan Gedung mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan

perumusan standar, pedoman, kebijakan pelaksanaan di bidang pertanahan

dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan serta

kawasan ibu kota kecamatan, perencanaan teknis dan pelaksanaan di bidang

pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan

dan kawasan ibu kota kecamatan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang

pertanahan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan/ perkotaan

dan kawasan ibu kota kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut,

Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan mempunyai

fungsi:

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan  teknis di bidang
pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;

b) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang
pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;

c) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang
pertanahan dan penataan kawasan lingkungan;

d) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pertanahan dan penataan
kawasan lingkungan;

e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pertanahan dan penataan kawasan lingkungan; dan

f) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas terdiri dari sejumlah
pejabat fungsional jenjang keterampilan dan/ atau jenjang  keahlian,
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-

masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pejabat Fungsional
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yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan
tugasnya bekerja secara individu dan/ atau tim kerja, ditunjuk oleh Kepala
Dinas dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan
kompetensi dan dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai
latar belakang kompetensi yang ada pada Dinas atau di Luar Dinas untuk
mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi organisasi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

adalah sebagai berikut :

KEFALA
DINAS
A e e e i i ) e i e =] SEEKRETARIAT
T 1
| | i |
Fusigasanal i SUBR BAGLAN SLrE BAGLAN
1 FERENCANAAN Dkl LML
1 KEVANOQAN
]
1
l"""_"""__"} T ey
BIDANG BIDANG | BITLAND
PERLIAHAN KAWARAN PERMITEIMAY PERTAMAHAM DAK PEMATAAN
KAWASAN LINGELTNGAN
Sugh Koortnatis dan Sul Koordimacsr dnn Sulp Hoordinntor dnn
]':elmnpuk Jakexizan Kelampok Jabatas Kelampok Jabatan
Flarpsanal Fungsional Fungsional
: | |
| ] |
i I |

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi
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Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No ASN Laki-laki Perempuan Jumlah

1 | Goll 0 0 0
2 | Gol. ll 1 1 2
3 | Gol. lll 8 6 14
4 | Gol. IV 3 2 5
5 | PPPK 7 4 11
6 | PW 8 7 15

Jumlah 27 20 47

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan per Desember 2025

Bidang
N Jents Jabatan Iéeiﬁzlsa Sekretariat | Perumahan P;?nvﬁsiﬁnan Pertanahan Jumiah
1 | Pejabat Struktural 1 3 1 1 1 7
Pejabat Fungsional Tertentu 1 5 3 1
5 (JFT)-PNS 7
Pejabat Fungsional Tertentu 1 3 4 5
(JFT)-PPK 10
Pejabat Fungsional Umum- 4 1 1
PNS 6
3 Pejabat Fungsional Umum- 1
PPPK 1
Pejabat Fungsional Umum-
PW 6 1 5 3 15
Calon Pejabat Fungsional 1
4 | Tertentu-CPNS 1
Calon Pejabat Fungsional
5 | Umum-CPNS 0
Jumlah 1 17 8 13 8 47

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Jabatan per Desember 2025
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C. Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan
Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena
dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan
pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang
pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5
(lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Permasalahan Sekretariat

a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas,
tidak ada staf teknis ASN, sebagian besar staf teknis merupakan Non ASN
selain itu banyak pejabat ASN yang sudah purna tugas;

b) Latar belakang pendidikan ASN kurang sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah;

c) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi, terutama komputer, printer, scaner, gedung
kantor dan kendaraan operasional baik roda 4 (empat) ataupun roda 2
(dua);

d) Masih terdapat kesalahan dalam pencatatan aset daerah, terdapat aset
yang seharusnya dikelola daerah menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaannya;

e) Belum tersedianya sistem pengelolaan kepegawaian yang terjadwal;

f) Pengelolaan arsip yang belum optimal karena belum ada depo arsip yang

sesuai standart;
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g)

Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan.

. Permasalahan Bidang Perumahan

a)

b)

C)

d)
e)

Masih terdapat RTLH sebesar 37,12 % (146.184 unit) yang belum
tertangani;

Belum optimalnya serah terima PSU dari pengembang perumahan ke
pemerintah daerah;

Ketergantungan bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah pusat dan
provinsi serta dana CSR swasta;

Belum optimalnya pengembangan data dan informasi bidang perumahan;
Belum terlaksananya pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana

dan relokasi masyarakat yang terkena dampak program penerintah.

. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman

a)
b)

C)
d)

e)
f)

g)
h)

)

Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman;

Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di
lingkungan permukiman;

Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani;

Belum optimalnya pelayanan sanitasi dan pemenuhan air bersih, terutama
pada daerah rawan air bersih;

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat;
Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam pemenuhan air bersih
dan sanitasi;

Sulitnya memperoleh sumber mata air di beberapa wilayah tertentu;
Kurangnya komitmen masyarakat dan pemerintah desa terhadap
pengelolaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi;

Masih terdapat daerah rawan kekeringan yang belum terlayani air bersih.

. Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

a)

Banyaknya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat dan
Pemerintah Daerah;
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b) Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah milik negara untuk
digunakan sebagai hunian “liar”;

c) Belum optimalnya koordinasi dalam penyelesaian masalah ganti kerugian
dan santunan tanah;

d) Banyak tanah berupa fasos dan fasus dari pengembang yang sudah

diserahterimakan ke Pemerintah Daerah belum bersertifikat.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-

2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut:

1.
2.

Masih terdapat RTLH yang belum tertangani;

Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK
Bupati Grobogan No 600.1.14.4/1017/2025;

Banyak tanah berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum dari pengembang yang
sudah diserahterimakan ke Pemerintah Daerah tetapi berlum disertifikatkan;
Kurangnya kompetensi teknis sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai
berikut :

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021-2026;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan No. 18 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

. Sistematika
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Tahun 2025 adalah :
BAB | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang
dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian
Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV  PENUTUP
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Bab ini memuat Kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil
analisis capaian kinerja, permasalahan/kendala dan strategi untuk

peningkatan kinerja di masa datang.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang
disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran
dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan
potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam
hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk
jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan
jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban
Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian
akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan disusun sebagai pedoman untuk mendukung pencapaian visi dan misi
daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Proses
penyusunannya dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan tahapan
penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dengan melibatkan
berbagai pemangku kepentingan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan Forum Perangkat Daerah. Dengan
demikian, Renstra ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan para

pemangku kepentingan terkait.
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Selanjutnya, Renstra tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja

(Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode satu

tahun. Dalam Renja tersebut memuat program dan kegiatan prioritas yang

direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

1. Visi

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2021-2026 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa
Jabatan 2021-2026 vyaitu :
“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman

2. Misi

dan Berbudaya”

Misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-

2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1

Misi 2

Misi 3

Misi 4

Misi 5

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya
Saing
: Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Menguatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi
Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya
dalam Kehidupan Masyarakat

Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya

dalam Kehidupan Masyarakat

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan mengacu pada Misi ke-2, yaitu :

“Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana”
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3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam
kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 tujuan dan 4 sasaran
strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan sebagai berikut :
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Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

TARGET KINERJA PADA TAHUN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 2002 2023 2024 2025 2026
Persentase pemenuhan air
minum. sanitasi dan rumah 75.98 76.38 76.77 77.17 77.57
layak huni
Meningkatnya rumah layak Persentase rumah layak huni 63.16 63.44 63.72 64 64.28
huni dan kualitas lingkungan
permukiman Persentase kawasan kumuh 0.054| 0.050| 0.047 0.043 0.040
Meninakatkan Persentase jumlah rumah
emer?uhan rumah tangga yang mendapatkan
Eiyak huni yang akses terhadap air minum
. . melalui SPAM jaringan
terjangkau; akses air . L 86.20 87.10 | 88.62 88.80 89.90
1| minum dan air limbah | Meningkatnya pemenuhan perpipaan dan bukan jaringan
yang layak dan aman akses air minum dan air perpipaan terllndung_l terhadap
serta tertib administrasi | limbah yang layak dan aman | fumah tangga di  seluruh
pertanahan kabupaten/ kota
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
layanan pengolahan air limbah 78.57 78.59 78.6 78.62 78.63
domestik
Persentase lahan PSU yang
Meningkatnya tertib sudah diserahkan
administrasi pertanahan pengembang ke Pemda yang 0 23.08 46.15 76.92 100
disertifikatkan
2 Meningkatkan tata Nilai SAKIP perangkat daerah 70 73 75 77 80

kelola pemerintahan
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TARGET KINERJA PADA TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA G ) J

2022 2023 2024 2025 2026

yang baik dan
pelayanan pulik yang
berkualitas

Meningkatnya kinerja tata
kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik
didukung dengan manajemen
administrasi perkantoran
pemerintahan yang baik

Nilai IKM 78 79 80 81 82

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia
diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama diLingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama
merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator
Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama 2025
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TUJUAN/ PENJELASAN
NO SASARAN INDIKATOR SAT DEFINISI
STRATEGIS KINERJA OPERASIONAL FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
Jumlah rumah
Meninakat Persentase lavak huni dibagi Renst
eningrainya | mah layak gp | oYax huni dibagi Jumlah unit rumah layak huni enstra
rumah layak : jumlah rumah , , x 100 % Disperakim
. huni o jumlah total unit rumah
1 huni dan dikali 100
kualitas Persentase Luas kawasan
Ilngkungan kawasan % kPm“_h (SK B.upatl) Luas kawasan kumubh (sesuai SK Bupati) Rensna_
permukiman dibagi luas wilayah , , x 100 % Disperakim
kumuh oo jumlah total luas wilayah
dikali 100
Jumlah  kumulatif
Persentase
masyarakat yang
rumah tangga
rumah tangga
yang
yang
mendapatkan
mendapatkan
akses terhadap .
. . akses terhadap air
Meningkatnya ar minum minum melalui
g y melalui SPAM .
pemenuhan . SPAM jaringan
akses air J g perpipaan dan Jumlah Komulatif masyarakat RT yg
. . perpipaaan . o Renstra
2 | minum dan air % | bukan jaringan dapat akses terhadap air minum SPAM . ,
: dan bukan . - ) . . Disperakim
limbah yang o perpipaan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
jaringan . . . - . x 100 %
layak dan - terlindungi di jumlah total proyeksi rumah tangga kabupaten
perpipaan
aman . dalam sebuah
terlindungu
kabupaten/kota
terhadap o
dibagi Jumlah total
rumah tangga .
. proyeksi rumah
diseluruh :
tangga di seluruh
kabupaten/
kabupaten/kota
kota

tersebut dikali 100
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T AN PENJELASAN
UJUAN/ INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA SAT DEFINISI FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN SUMBER DATA
STRATEGIS OPERASIONAL
Jumlah rumah
yang memiliki
akses pengolahan
berupa cubluk +
jumlah rumah
Persentase an lumour
jumlah  rumah y . g P
tinjanya telah
tangga yang - ,
mendapatkan . QIO|a|I di  PLT+ Jumlah rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk Renstra
| % | jumlah rumah + rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT Di Ki
ayanan ] yang memiliki + rumah memiliki sambungan rumah dan airnya diolah IPALD 100 % ISperakim
pengolahan air sambungan rumah jumlah rumah di rumah Kabupaten x 0
li h T
clir(;]rl;Zstik dan air limbahnya
diolah di IPALD
dibagi Jumlah
rumah di
Kabupaten/ Kota
dikali 100
Jumlah lahan PSU
Persentase yang
: lahan PSU disertifikatkan
Meningkatnya o .
tertib yang sudah dibagi jumlah Renst
3 . . diserahkan % | lahan PSU vyang Jumlah lahan PSU yang disertifikatkan .ens ra.
administrasi . x 100 % | Disperakim
pertanahan pengembang sudah diserahlan | jumlah lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang
ke Pemda yang pengembang ke
disertifikatkan Pemerintah

Daerah dikali 100

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan periode 2021-2026
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B. Rencana Kerja Tahun 2025
Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja

Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 :
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Tabel 2. 3 Rencana Kerja Tahun 2025

Tujuan Sasaran Indikator Satuan | Target
Per;enFase pemenuhan air m.lnum. % 7717
sanitasi dan rumah layak huni
Meningkatnya rumah layak huni dan Persentase rumah layak huni % 64
kualitas lingkungan permukiman
Persentase kawasan kumuh
% 0.043
Meningkatkan pemenuhan rumah layak Persentase jumlah rumah tangga yang
huni yang terjangkau; akses air minum mendapatkan akses terhadap air minum
dan air limbah yang layak dan aman melalui SPAM jaringan perpipaan dan o
serta tertib administrasi pertanahan Meningkatnya pemenuhan akses air bukan jaringan perpipaan terlindungi ° 88.90
minum dan air limbah yang layak dan terhadap rumah tangga di seluruh
aman kabupaten/ kota
Persentase jumlah rumah tangga yang
memperoleh layanan pengolahan air % 78.62
limbah domestik
Meningkatnya tertib administrasi Persentase lahan PSU dari pengembang
pertanahan yang disertifikatkan % 76.92
Meningkatnya kinerja tata kelola Nilai IKM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan pemerintahan dan kualitas pelayanan
yang baik dan pelayanan pulik yang publik didukung dengan manajemen Skor 80

berkualitas

administrasi perkantoran pemerintahan
yang baik

Sumber: Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tahun 2025
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C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan wujud komitmen dan janji kinerja tahunan

yang memiliki peran penting bagi pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan. Dokumen ini menjadi sarana untuk memperjelas arah dan hasil
yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan program. Melalui
perencanaan kinerja yang baik, instansi dapat menetapkan prioritas kegiatan
secara lebih tepat, terutama dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran
yang terbatas. Dengan demikian, pengelolaan program dan kegiatan dapat
lebih terfokus dan terarah, sehingga tidak terdapat kegiatan yang berjalan
tanpa tujuan yang jelas.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 berpedoman pada dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan ditetapkan pada

bulan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Tahun 2025

akses air minum dan air limbah

yang layak dan aman

tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh

kabupaten/ kota

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2025
1 | Meningkatnya rumah layak Persentase rumah layak huni 64.00%
huni dan kualitas lingkungan Persentase kawasan kumuh 0,043%
permukiman
2 | Meningkatnya pemenuhan Persentase jumlah rumah 88.90%
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2025
Persentase jumlah rumah 78.62%
tangga yang memperoleh
layanan pengolahan air limbah
domestik

3 | Meningkatnya tertib Persentase lahan PSU dari 76.92%

administrasi pertanahan pengembang yang
disertifikatkan
4 | Meningkatnya kinerja tata Nilai IKM 80 Skor

kelola pemerintahan dan
kualitas pelayanan publik
didukung dengan manajemen
administrasi perkantoran

pemerintahan yang baik

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan :
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Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun

2025

Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

1 2 3 5

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41,876,385,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18,749,695,000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang
PENGEMBANGAN SISTEM mendapatkan akses air minum 88,9 % 6,064,516,000
PENYEDIAAN AIR MINUM layak
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah | Jumlah SPAM yang terbangun 20 unit 6,064,516,000
Kabupaten/Kota

Pembangunan Sistem Penyediaan Air qulah Sistem Penyedlaar\ Alr .

. . . Minum (SPAM) Bukan Jaringan 12 Unit -
Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan . :

Perpipaan yang Dibangun
. Jumlah Dokumen Rencana,

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Kebiiakan. Strateai dan Teknis

Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan ) ’ g 1 Dokumen -

Air Minum (SPAM)

Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) yang disusun

Peningkatan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Kapasitas Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan yang ditingkatkan

2 Liter/Detik

300,000,000

Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Kapasitas Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan yang dibangun

320 Liter/Detik

5,764,516,000
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase rumah tangga yang
menempati hunian dengan akses
sanitasi (air imbah domestik)
layak

72,71 %

12,685,179,000

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rumah yang telah
terlayani sistem Air Limbah
Domestik yang layak

352241 Rumah
Tangga

12,685,179,000

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air
Limbah Domestik (SPALD) Setempat

Jumlah Rumah Tangga yang
memiliki Toilet dan Tangki Septik
Sesuai dengan Standar

1065 Rumah Tangga

12,685,179,000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

23,126,690,000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

Cakupan pemenuhan kebutuhan
penunjang kinerja urusan
pemerintah daerah meliputi

PEMERINTAHAN DAERAH administrasi keuanaan 100 % 6,276,064,600
KABUPATEN/KOTA - . gan, :
administrasi umum, penyediaan
jasa
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase dokumen
naan, mengangg ’ perencanaan, penganggaran dan | 100 % 95,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah S
evaluasi kinerja yang tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 6 Dokurmen 60,000,000

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi L 4 Laporan 15,000,000
Kineria SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan
J Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 2 Laporan 20,000,000
Perangkat Daerah
Persentase pembayaran gaji,
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | tunjangan ASN dan penyelesaian | 100 % 4,024,782,000

laporan keuangan tepat waktu

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASN

27 Orang/bulan

3,976,742,000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan

Jumlah Dokumen Hasil

Tuaas ASN Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 23,040,000
g Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Laporan 10,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan ét?:r?gnl;é'lrei(\)/\rlira:::;igginesteran
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 2 Laporan 15,000,000

Semesteran SKPD

SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat

Persentase penyelesaian

administrasi kepegawain tepat 100 % 135,307,000
Daerah
waktu
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas
Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 8,007,000
- . . Jumlah Pegawai Berdasarkan
P k Pelatihan P . A
Berggggll(ainfjnasz:z lf;n ;gawal Tugas dan Fungsi yang Mengikuti | 50 Orang 127,300,000
g g Pendidikan dan Pelatihan
Persentase pemenuhan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat 100 % 1,137,695,642
Daerah tepat waktu
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 10,000,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 Paket -
Perlengkapan Kantor -
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket I_3ahz_;1n Logistik 1 Paket 258,182,000
Kantor yang Disediakan
. Jumlah Paket Barang Cetakan
P B k
enyediaan Barang Cetakan dan dan Penggandaan yang 1 Paket 38,456,642

Penggandaan

Disediakan
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang- 4 Dokumen 30,000,000
Peraturan Perundang-undangan .
Undangan yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah_ Pakgt Bahan/Material 3 Paket 149,216,000
yang Disediakan
. Jumlah Laporan
Koiizﬁzzngggsan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan 651,841,000
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Persentase Pengadaan Barang
Pengadaan Barang Milik Daeran Milik Daerah Penunjang Urusan | 100 % 137,982,000
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
Pemerintah Daerah tepat waktu
Eengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Per_alatgn dan Mesin 10 Unit 137,982,000
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Persentase pemenuhan
Penyeghaan Jasa Penunjang Urusan kebutuhan Jasg Penunjang 100 % 551,320,000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
tepat waktu
. lah L P [
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 2 Laporan 10,000,000
Surat Menyurat
. L Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Penygdlaan \.Jas_a Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Laporan 208,480,000
Daya Air dan Listrik L L
dan Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
y y Pelayanan Umum Kantor yang 12 Laporan 332,840,000

Kantor

Disediakan
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persentase Barang Milik Daerah

. . Penunjang Urusan Pemerintahan | 100 % 193,977,958
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas .
: . . 27 Un 158,977,
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | Jabatan yang Dipelihara dan unit 58,977,958
Jabatan dibayarkan Pajaknya
I?emehharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatgn d.an Mesin 25 Unit 35,000,000
Lainnya Lainnya yang Dipelihara
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN - - 278,208,000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau | - - 21,320,000
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sosialisasi Pengembangan Perumahan ‘;lgr;g?sgiasgnyinrgbl\gingl:u“
Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan g g . 50 Orang 21,320,000
Perumahan Perumahan Baru dan Mekanisme
Akses Pembiayaan Perumahan
Persentase rumah korban
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bencana dan masyarakat yang
Korban Bencana atau Relokasi Program terkena dampak program 100 % 256,888,000

Kabupaten/Kota

pemerintah yang dibangun
sesuai dengan rencana aksi

39




Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Rehabilitasi Rumah bagi Korban

Jumlah Rumah Korban Bencana

Kabupaten/Kota yang 9 Unit Rumah 256,888,000
Bencana e
Terehabilitasi
Pembangunan Rumah Khusus beserta | Jumlah Rumah Khusus beserta
PSU bagi Korban Bencana PSU bagi Korban Bencana 1 Unit Rumah -
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Persentase kawasan permukiman
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN kumuh dibawah 10 Ha yang 44,66 % 1,900,000,000
ditangani
Peningkatan Kualitas Kawasan Luasan kawasan kumuh dibawah
Permukiman Kumuh dengan Luas di 10 ha yang ditingkatkan kualitas | 7 Ha 1,900,000,000
Bawah 10 (Sepuluh) Ha lingkungannya
Pelakganaan Peremajaan Kawasan Luas Kawasan_Perm.uklman 1 Ha 1.900,000,000
Permukiman Kumuh Kumuh yang Diremajakan
PROGRAM PERUMAHAN DAN Persentase rumah tidak layak
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH huni yang ditangani 3,91 % 2,077,478,400
Pencegahan Perumahan dan Kawasan gilj_rSHa h d-li-lll:j:rkk:il\)//:ska:'um (RTLH)
Permukiman Kumuh pada Daerah 300 unit 5,077,478,400

Kabupaten/Kota

permukiman kumuh dibawah 10
Ha yang dibangun
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan
Berkembangnya Permukiman Kumuh di
Luar Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki

200 Unit Rumah

5,077,478,400

PROGRAM PENINGKATAN

Persentase perumahan yang
sudah dilengkapi PSU

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS . 100 % 9,594,939,000
(Prasarana, sarana dan Utilitas
UMUM (PSU)
Umum)
Persentase Prasarana Sarana
Urusan Penyelenggaraan PSU Utilitas Umum (PSU) Perumahan 45.83 % 9,594,939,000
Perumahan yang telah diserakan ke
Pemerintah Daerah
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan ‘I?)Lijgc{jiigll_;:isr;z::Z?aar?;rgr?gg
Utilitas Umum di Perumahan untuk - ’ ’ 34 Lokasi 9,584,339,000
Menunjang Fungsi Hunian dan Utlitas Umum yang
jang g Menunjang Fungsi Hunian
et Jumlah Laporan Hasil Serah
Verifik P han P :
erikasl dan_ enyerahan PSU Terima PSU Perumahan yang 8 Laporan 10,600,000
Perumahan dari Pengembang e .
Terverifikasi dari Pengembang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 447,552,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 447,552,000
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Urusan / Bidang Urusan / Program /
Kegiatan / Sub Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Persentase dokumen peta aset

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH tanah eks bondo desa di 74,43 % 447,552,000
kelurahan yang tersusun
Penggunaan Tanah yang Hamparannya Persentase dokumen peta aset
99 yang P y tanah eks bondo desa di 1 dok 447,552,000
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
kelurahan yang tersusun
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Perencanaan 1 Laporan 447 552,000

Perencanaan Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota

JUMLAH

42,323,937,000
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Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai
berikut:
1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
(perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses
pencapaian tujuan dan sasaran.
Pada bulan September tahun 2025 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 dikarenakan Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2025

dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

. . .. Target Penetapan Target Perubahan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
1 | Meningkatnya rumah Persentase rumah 64.00% 64.10%
layak huni dan kualitas | layak huni
lingkungan Persentase kawasan 0,043% 0,043%
permukiman kumuh
2 | Meningkatnya Persentase jumlah 88.90% 88.90%
pemenuhan akses air | rumah tangga yang
minum dan air limbah | mendapatkan akses
yang layak dan aman | terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di
seluruh kabupaten/
kota
Persentase jumlah 78.62% 78.62%
rumah tangga yang
memperoleh layanan
pengolahan air limbah
domestik
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Target Penetapan

Target Perubahan

tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
publik didukung
dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 Tahun 2025
3 | Meningkatnya tertib Persentase lahan 76.92% 76.92%
administrasi PSU dari
pertanahan pengembang yang
disertifikatkan
4 | Meningkatnya kinerja | Nilai IKM 80 Skor 80 Skor

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun 2025
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Tabel 2. 7 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub
Kegiatan

Indikator Program / Kegiatan /

Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Penetapan

Perubahan

Penetapan

Perubahan

1

2

3

4

5

6

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

41,876,385,000

50,579,113,072

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

18,749,695,000

14,141,609,678

PROGRAM ersentase rumah tangga yang 88,9 % 88,9 %
PENGELOLAAN DAN mendapatkan akses air minum
PENGEMBANGAN layak
SISTEM PENYEDIAAN 6,064,516,000 2,981,329,000
AIR MINUM
Pengelolaan dan Jumlah SPAM yang terbangun 20 unit 20 unit
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah 6,064,516,000 2,981,329,000
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Jumlah Sistem Penyediaan Air | 12 Unit 60 Unit
Penyediaan Air Minum Minum (SPAM) Bukan Jaringan
(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun - 500,000,000
Perpipaan
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, 1 Dokumen 1 Dokumen
Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis
Teknis Sistem Penyediaan | Sistem Penyediaan Air Minum - 50,500,000
Air Minum (SPAM) (SPAM) yang disusun

45




Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
Peningkatan Sistem Kapasitas Sistem Penyediaan 2 Liter/Detik 10 Liter/Detik
Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) Jaringan
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 300,000,000 2,430,829,000

Perpipaan

Pembangunan Sistem Kapasitas Sistem Penyediaan 320 Liter/Detik | 320
Penyediaan Air Minum Air Minum (SPAM) Jaringan Liter/Detik
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 5,764,516,000 -
Perpipaan
PROGRAM Persentase rumah tangga yang | 72,71 % 72,71 %
PENGELOLAAN DAN menempati hunian dengan
PENGEMBANGAN akses sanitasi (air limbah 12,685,179,000 11,160,280,678
SISTEM AIR LIMBAH domestik) layak
Pengelolaan dan Jumlah rumah yang telah 352241 352241
Pengembangan Sistem Air | terlayani sistem Air Limbah Rumah Rumah
Limbah Domestik dalam Domestik yang layak Tangga Tangga 12,685,179,000 11,160,280,678
Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sub Sistem | Jumlah Rumah Tangga yang 1065 Rumah 937 Rumah
Pengolahan Air Limbah memiliki Toilet dan Tangki Tangga Tangga
Domestik (SPALD) Septik Sesuai dengan Standar 12,685,179,000 11,160,280,678
Setempat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
23,126,690,000 36,437,503,394
PROGRAM PENUNJANG | Cakupan pemenuhan 100 % 100 %

URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

kebutuhan penunjang kinerja
urusan pemerintah daerah
meliputi administrasi keuangan,
administrasi umum, penyediaan
jasa

6,276,064,600

6,909,775,744
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
Perencanaan, Persentase dokumen 100 % 100 %
Penganggaran, dan perencanaan, penganggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat | dan evaluasi kinerja yang 95,000,000 136,013,400
Daerah tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | 6 Dokumen 6 Dokumen
Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah 60,000,000 110,100,000
Daerah
Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian 4 Laporan 4 Laporan
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Kinerja Koordinasi Penyusunan 15,000,000 15,000,000
SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 2 Laporan 2 Laporan
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah 20,000,000 10,913,400
Administrasi Keuangan Persentase pembayaran gaji, 100 % 100 %
Perangkat Daerah tunjangan ASN dan
penyelesaian laporan keuangan 4,024,782,000 4,257,593,000
tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 27 34
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Orang/bulan 3,976,742,000 4,219,553,000
Penyediaan Administrasi | Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 12 Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi 23,040,000 23,040,000
Pelaksanaan Tugas ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan
Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun Hasil Koordinasi Penyusunan 10,000,000 10,000,000

SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 2 Laporan
Penyusunan Laporan Bulanan/ Triwulanan/
Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Triwulanan/ Semesteran Koordinasi Penyusunan 15,000,000 5,000,000
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Kepegawaian | Persentase penyelesaian 100 % 100 %
Perangkat Daerah \z;lvirl?tlglstrag kepegawain tepat 135,307,000 55,793,000
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 2 Paket
Dinas beserta Atribut beserta Atribut Kelengkapan 8,007,000 49 775.000
Kelengkapannya
Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan 50 Orang 51 Orang
Pelatihan Pegawai Tugas dan Fungsi yang
Berdasarkan Tugas dan Mengikuti Pendidikan dan 127,300,000 6,018,000
Fungsi Pelatihan
Administrasi Umum Persentase pemenuhan 100 % 100 %
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat
Daerah tepat waktu 1,137,695,642 1,027,919,386
Penyediaan Komponen | Jumlah Paket Komponen 1 Paket 1 Paket
Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Disediakan 10,000,000 10,000,000
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1 Paket
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Disediakan i 24,862,000
Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 258,182,000 223,768,000
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket
Cetakan dan Penggandaan dqn P_enggandaan yang 38,456,642 41,352,386
Disediakan
Penyediaan Bahan Jumlah Dokumen Bahan 4 Dokumen 4 Dokumen
Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-Undangan yang 30,000,000 35,000,000
Disediakan
Penyediaan Jumlah Paket Bahan/Material 3 Paket 3 Paket
Bahan/Material yang Disediakan 149,216,000 144,216,000
Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi | Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan Konsultasi 651,841,000 548,721,000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang | 100 % 100 %
Daerah Penunjang Urusan | Milik Daerah Penunjang Urusan 137 982.000 50.823.000
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah tepat waktu e e
Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Peralatan dan 10 Unit 30 Unit
dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Disediakan 137,982,000 250,823,000
Penyediaan Jasa Persentase pemenuhan 100 % 100 %
Penunjang Urusan kebutuhan Jasa Penunjang
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah 551,320,000 1,022,941,000
tepat waktu
Penyediaan Jasa Surat | Jumlah Laporan Penyediaan 2 Laporan 2 Laporan
Menyurat Jasa Surat Menyurat 10,000,000 10,000,000
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya | Jasa Komunikasi, Sumber Daya 208.480.000 280,131,000

Air dan Listrik

Air dan Listrik yang Disediakan
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan

Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12 Laporan

Pelayanan Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan 332,840,000 732,810,000
Pemeliharaan Barang Milik | Persentase Barang Milik Daerah | 100 % 100 %
Daerah Penunjang Urusan | Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang 193,977,958 158,692,958
terpelihara

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan | 27 Unit 27 Unit
Pemeliharaan, Biaya Dinas atau Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Jabatan yang Dipelihara dan
Kendaraan Perorangan dibayarkan Pajaknya 158,977,958 123,692,958
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Peralatan dan Mesin 25 Unit 25 Unit
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara 35,000,000 35,000,000
PROGRAM - - -
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN 278,208,000 664,808,000
Sosialisasi dan Persiapan | - - -
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Ko_rban 21,320,000 i
Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota

Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti 50 Orang 50 Orang
Pengembangan Sosialisasi Pengembangan
Perumahan Baru dan Perumahan Baru dan 21.320.000 i

Mekanisme Akses
Pembiayaan Perumahan

Mekanisme Akses Pembiayaan
Perumahan
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan
Pembangunan dan Persentase rumah korban 100 % 100 %
Rehabilitasi Rumah Korban | bencana dan masyarakat yang
Bencana atau Relokasi terkena dampak program
Program Kabupaten/Kota pemerintah yang dibangun 256,888,000 664,808,000
sesuai dengan rencana aksi
Rehabilitasi Rumah bagi | Jumlah Rumah Korban Bencana | 9 Unit Rumah | 150 Unit
Korban Bencana Kabupatgn/Kpta yang Rumah 256,888,000 597.504.000
Terehabilitasi
Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Khusus beserta | 1 Unit Rumah | 1 Unit Rumah
Khusus beserta PSU bagi | PSU bagi Korban Bencana
Korban Bencana Kabupaten/Kota - 67,304,000
Kabupaten/Kota
PROGRAM KAWASAN Persentase kawasan 44,66 % 44,66 %
PERMUKIMAN permukiman kumuh dibawah 10
Ha yang ditangani 1,900,000,000 7,947,240,250
Peningkatan Kualitas Luasan kawasan kumuh 7 Ha 7 Ha
Kawasan Permukiman dibawah 10 ha yang
Kumuh dengan Luas di ditingkatkan kualitas 1,900,000,000 7,947,240,250
Bawah 10 (Sepuluh) Ha lingkungannya
Pelaksanaan Luas Kawasan Permukiman 1 Ha 2.66 Ha
Perema!aan Kawasan Kumuh yang Diremajakan 1.900,000,000 7.947.240.250
Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN | Persentase rumah tidak layak 3,91 % 3,91 %
DAN KAWASAN huni yang ditangani
PERMUKIMAN KUMUH 5,077,478,400 9,735,790,400
Pencegahan Perumahan Rumah Tidak Layak Huni 300 unit 300 unit

dan Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota

(RTLH) RTLH diluar kawasan
permukiman kumuh dibawah 10
Ha yang dibangun

5,077,478,400

9,735,790,400
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan Perubahan Penetapan Perubahan

Perbaikan Rumah Tidak | Jumlah Rumah Tidak Layak 200 Unit 338 Unit
Layak Huni untuk Huni untuk Pencegahan Rumah Rumah
Pencegahan Terhadap Terhadap Tumbuh dan
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Berkembangnya Kumuh di Luar Kawasan
Permukiman Kumuh di Permukiman Kumuh dengan 5,077,478,400 9,735,790,400
Luar Kawasan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Permukiman Kumuh yang Diperbaiki
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
PROGRAM Persentase perumahan yang 100 % 100 %
PENINGKATAN sudah dilengkapi PSU
PRASARANA, SARANA (Prasarana, sarana dan Utilitas
DAN UTILITAS UMUM Umum) 9,594,939,000 11,179,889,000
(PSU)
Urusan Penyelenggaraan Persentase Prasarana Sarana 45,83 % 45,83 %
PSU Perumahan Utilitas Umum (PSU)

g.er“maha” yang telah 9,594,939,000 | 11,179,889,000
iserakan ke Pemerintah
Daerah

Penyediaan Prasarana, | Jumlah Lokasi Perumahan yang | 34 Lokasi 44 Lokasi
Sarana, dan Utilitas Umum | Disediakan Prasarana, Sarana,
di Perumahan untuk dan Utilitas Umum yang 9,584,339,000 11,169,289,000
Menunjang Fungsi Hunian | Menunjang Fungsi Hunian

Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah 8 Laporan 8 Laporan

Penyerahan PSU

Terima PSU Perumahan yang

Perumahan dari Terverifikasi dari Pengembang 10,600,000 10,600,000
Pengembang
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 447,552,000 647.552.000

DASAR
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Urusan / Bidang Urusan /
Program / Kegiatan / Sub

Indikator Program / Kegiatan /
Sub Kegiatan

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Target 2025

Pagu Indikatif (Rp) 2025

Kegiatan Penetapan \ Perubahan Penetapan Perubahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 447,552,000 647,552,000
PROGRAM Persentase dokumen peta aset | 74,43 % 74,43 %

PENATAGUNAAN TANAH | tanah eks bondo desa di 447,552,000 647,552,000
kelurahan yang tersusun

Penggunaan Tanah yang Persentase dokumen peta aset | 1 dok 1 dok

Hamparannya dalam satu | tanah eks bondo desa di 447,552,000 647,552,000

Daerah Kabupaten/Kota kelurahan yang tersusun

Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan | 1 Laporan 1 Laporan

Sinkronisasi Perencanaan | Sinkronisasi Perencanaan

Penggunaan Tanah Penggunaan Tanah dalam 1 447,552,000 647,552,000
(Satu) Kabupaten/Kota

JUMLAH 42,323,937,000 51,226,665,072

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (setelah perubahan)
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D. Pohon Kinerja Tahun 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN XAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
MENGANMPU MISE KETIGA: Membangun infrastruktur sesual potens: daerah, memperhatikan kalestaran Ingkungans dan nsiko bentana

POHON KINERIA TAHUN 2025
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E. Crosscutting Disperakim

CROSSCUTTING DISPERAKIM KAB. GROBOGAN

POKJA PKP

Disperakim, PUPR, Bappeda,
Dishub,DLH,BPPKAD

Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program
Meningkatnya rumah layak huni dan Kabupaten/Kota

kualitas lingkungan permukiman Disperakim,BPBD,Dinsos

'Y Peningkatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU)
Disperakim, PUPR,
Kelurahan, Dishub

Penyelesaian Ganti Kerugian dan
Tanah Untuk e : :
Disperakim, BN, BPPKADSatpol PP | oy MENINGKATKAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI YANG § | Pemenuhan akses air ) e e "
. ’ : X minum dan air limbah yang | == == == ==
~ . [ TERJIANGKAU; AKSES AIR MINUM DAN AIR LIMBAH YANG : vaaonaman |~ bisperskim, Dispermades, DAV
- pertanahan H LAYAK DAN AMAN SERTA TERTIB ADMINISTRASI : N
- H :
Penatagunaan Tanah Vg - PERTANAHAN \ N
D im, Bappeda, BPPKAD A Pengelolaan da;:’zr::;bangan Sistem
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan
hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan
dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk
mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan

pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja
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tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja
tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian
tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas
capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan
karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

Realisasi
——— x 100%

Target

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

Target — (Realisasi — Target
g ( get) X 100%

Target

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan
analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab
keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja,
sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No Kategori/Interpretasi Rata-Rata % Capaian
1 Sangat Tinggi 91 <100

2 | Tinggi 76 <90

3 Sedang 66 <75

4 Rendah 51 <65

5 Sangat Rendah <50
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Dalam laporan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran
penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini
didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dan Indikator Kinerja
Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan.

. Capaian Kinerja Organisasi
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya

akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu
dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja
utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja
utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah,
sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran
keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk
meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap
Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama
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Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan tahun 2025 menunjukan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama

%

No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja Target | Realisasi : Kategori
Capaian
Meningkatkan
pemenuhan
rumah layak
huni
u.m yang Persentase
terjangkau; .
akses air minum pemenuhan air Sangat
1 - minum; sanitasi 77.17% | 77.79% 100.80% | . ~.
dan air limbah Tinggi
dan rumah layak
yang layak dan .
huni
aman serta
tertib
administrasi
pertanahan
Menlngka.tnya rumah Per;entase rumah layak 64.10% | 65.85% | 102.73% S_angqt
11 layak huni dan huni Tinggi
" | kualitas lingkungan P k
vaittas fingiing ersentase kawasan 0.043% | 0.041% |104.88% | S92t
permukiman kumuh Tinggi
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
. Sangat
. perpipaan dan bukan 88.90% 88.90% | 100.00% | .. ~.
Meningkatnya . . Tinggi
.| jaringan perpipaan
pemenuhan akses air . .
1.2 . . terlindungi terhadap rumah
minum dan air limbah )
and lavak dan aman tangga di seluruh
yang lay kabupaten/ kota
Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh | o 0. | 78 6206 | 100.0006 | 22N93
layanan pengolahan air Tinggi
limbah domestik
Meningkatnya tertib Persentase lahan PSU dari Sangat
1.3 | administrasi pengembang yang 76.92% 87,23% | 113.4% Tin gi
pertanahan disertifikatkan 99
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No.

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Kategori

2.1

Meningkatnya kinerja
tata kelola
pemerintahan dan
kualitas pelayanan
publik didukung
dengan manajemen
administrasi
perkantoran
pemerintahan yang
baik

Nilai IKM

80
Skor

83 Skor

103.75%

Sangat
Tinggi
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 sebesar 100.8% dan
termasuk kategori tinggi. Sasaran 1.1 pada tahun 2025 masing-masing sebesar 102,73% dan 104,88%, dengan
rata-rata sebesar 103,81% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.2
masing-masing sebesar 100% dan 100%, dengan rata-rata sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kategori
Sangat Tinggi. Selanjutnya, capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.3 sebesar 100% dan berada dalam kategori
Sangat Tinggi. Dengan demikian, rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 pada tahun 2025 adalah sebesar
101,90% dan termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, capaian Indikator Kinerja Tujuan 2 adalah

sebesar 103,75% dan juga berada dalam kategori Sangat Tinggi.
Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel
berikut :
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Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

2023 2024 2025
No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja T .| % .| %
J J Target | Realisasi ° Target | Realisasi ° Target | Realisasi o
Capaian Capaian Capaian
Meningkatkan
pemenuhan
rumah layak
huni
u.m yang Persentase
terjangkau; .
o pemenuhan air
akses air minum . .
1 dan air limbah minum; sanitasi 76.38% | 76.38% 100% | 76.77% | 77,03% 100,4% | 77,17% | 77,79% 100,80%
dan rumah layak
yang layak dan .
huni
aman serta
tertib
administrasi
pertanahan
Meningkatnya rumah | Persentase rumah | oo 4100 | 651606 | 102.70 | 63.72% | 6554% | 102.9% | 64.10% | 65.85% | 103%
11 layak huni dan kualitas | layak huni
" | lingkungan
grung Persentase 0.050% | 0.050% | 100% |0.047% | 0.047% | 100% | 0.043% | 0.041% | 105%
permukiman kawasan kumuh
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2023 2024 2025
No. Tujuan/ Sasaran Indikator Kinerja .. |9 .. |9 .9
i I inerl Target | Realisasi % . Target | Realisasi % : Target | Realisasi /o :
Capaian Capaian Capaian
Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM
jaringan perpipaan = g7 1095 | 871006 | 100% |88.00% | 88.60% | 101% | 88.90% | 88.90% | 100%
. dan bukan jaringan
Meningkatnya .
emenuhan akses air perpipaan
1.2 p_ L terlindungi terhadap
minum dan air limbah .
ang layak dan aman rumah tangga di
yang fay seluruh kabupaten/
kota
Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh 78.59% | 78.59% 100% | 78.60% | 78.64% 100% | 78.62% | 78.62% 100%
layanan pengolahan
air limbah domestik
Meningkatnya tertib Egﬁe dn;zse lahan
1.3 | administrasi 23.08% | 23.08% 100% | 46.15% | 46.15% 100% | 76.92% | 87.23% 113.4%
ertanahan pengembang yang
P disertifikatkan
Meningkatnya kinerja
tata kelola
intah - 7 7
o | Pemerintahan dan Nilai IKM 3 70 Skor | 96% ° 79 Skor | 105.3% | 80 Skor | 83 Skor | 104%
kualitas pelayanan Skor Skor
publik didukung
dengan manajemen
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No.

Tujuan/ Sasaran

Indikator Kinerja

2023

2024

2025

Target

Realisasi

%
Capaian

Target

Realisasi

%
Capaian

Target

Realisasi

%
Capaian

administrasi
perkantoran
pemerintahan yang

baik

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
sebelumnya, secara umum menunjukkan tren yang positif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan capaian
kinerja pada beberapa indikator. Indikator Tujuan 1 menunjukkan capaian yang meningkat setiap tahunnya
sebesar 100%, 100,4% dan pada tahun 2025 100,8%. Sasaran 1.1 yang terdiri atas dua indikator menunjukkan
capaian sebesar 102.7% dan 100% pada tahun 2023, serta stabil sebesar 102.9% dan 100% pada tahun 2024.
Pada tahun 2025, kedua indikator tersebut mengalami peningkatan masing-masing menjadi 103% dan 105%.

Indikator Sasaran 1.2 yang juga terdiri atas dua indikator, pada tahun 2023 masing-masing mencapai
100% dan 100%. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 101% dan 100%. Namun demikian, pada tahun 2025
kedua indikator tersebut mengalami sedikit penurunan dan kembali berada pada angka 100% dan 100%.
Indikator Sasaran 1.3 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 menunjukkan capaian yang konsisten, yaitu
sebesar 100%. Sementara itu, Indikator Sasaran 2 pada tahun 2023 mencapai 96%, mengalami kenaikan pada

tahun 2024 menjadi 105%, dan kembali penurunan sedikit pada tahun 2025 menjadi 104%.
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3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat

pada dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

Target

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja ReEleEs Akhir szg'kua;n
2025 | 2026 :

Meningkatkan pemenuhan

Meningkatkan {ur_nah Layak Euni yang Persentarl]se _
erjangkau; akses air minum emenuhan air

pemenuhan rumah layak dajn aigr limbah yang layak dan Eninum; sanitasi dan 71.09% | T1.57% 100.28%

huni yang terjangkau; - aman serta tertib administrasi | rumah layak huni

1 | akses air minum dan air pertanahan

limbah yang layak dan

aman serta tertib Meningkatnya rumah layak Persentase rumah layak huni 65.85% | 64.28% 102.4%

administrasi pertanahan | huni dan kualitas lingkungan
permukiman Persentase kawasan kumuh 0.041% | 0.040% 97.6%
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Target

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja REalses Akhir szg!(ua;n
2025 | 2026 ’
Persentase jumlah rumah
tangga yang mendapatkan
akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan 88.90% | 89.80% 99.0%
. perpipaan dan bukan jaringan
Meningkatnya pemenuhan perpipaan terlindungi terhadap
e_tkses air minum dan air rumah tangga di seluruh
limbah yang layak dan aman kabupaten/ kota
Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh 78.62% | 78.63% 100.0%
layanan pengolahan air limbah ' ' '
domestik
Meninakatnva tertib Persentase lahan PSU dari
Ingkatny pengembang yang 87.23% | 100.00% 87.23%
administrasi pertanahan o 9
disertifikatkan
Meningkatnya kinerja tata
Meningkatkan tata kelola | kelola pemerintahan dan
2 pemerintahan yang baik | kualitas pelayanan publik Nilai [KM 83 Skor 82 101.2%

dan pelayanan pulik yang
berkualitas

didukung dengan manajemen
administrasi perkantoran
pemerintahan yang baik

Berdasarkan analisis tabel di atas, rata-rata tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2025 pada Indikator Kinerja Tujuan 1

mencapai 95,2%. Dengan capaian tersebut, potensi untuk mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat

memungkinkan untuk direalisasikan. Secara rinci, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.1 masing-masing mencapai
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102,4% dan 97,6%. Tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.2 masing-masing mencapai 99% dan 100%. Sementara

itu, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 1.3 mencapai 87.23%. Adapun tingkat kemajuan Indikator Kinerja Tujuan 2

mencapai 101,2%, sehingga target jangka menengah tahun 2026 pada tujuan tersebut telah terlampaui. Sejalan dengan

hal tersebut, tingkat kemajuan Indikator Kinerja Sasaran 2.1 juga mencapai 101,2%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Persentase

No. | Indikator Kinerja Target Persentase capaian capaian Keterangan
Nasional | Provinsi | Kabupaten | Nasional | Provinsi | Kabupaten
Meningkatnya
rumah layak huni Melebihi
1 |dan kualitas | 67.00% | 71.59% 64.00% Nihil Nihil 65.85% Target
lingkungan
permukiman
Meningkatnya
2 | Pemenufan akses ar| - ninil | 42,93% | 88.90% Niihil Nihil 88.90% ?2?;3
yang layak dan aman
Meningkatnya tertib Melebihi
3 | administrasi Nihil Nihil 76.92% Nihil Nihil 87.23%
Target
pertanahan

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Target Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sebagaimana Tabel di atas, bahwa capaian kinerja Indikator Tujuan 1, 2 dan 3 tidak dapat dilakukan

perbandingan dengan capaian kinerja di tingkat tingkat provinsi/nasional/daerah lain, dikarenakan indikator
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kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak dilakukan pengukuran kinerja di tingkat

Provinsi/Nasional/daerah sekitar.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level

tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Tujuan/ Indikator L % Analisa Keberhasilan . .
No. L Target | Realisasi : Solusi yang Dilakukan
Sasaran Kinerja Capaian /Kegagalan
Faktor Keberhasilan : Meningkatkan kapasitas dan
Adanya berbagai sumber kemampuan masyarakat dalam
Meninakatkan pendanaan di luar APBD membangun rumah layak huni
g seperti APBN, CSR, dan melalui pelatihan teknis,
pemenuhan : .
umah sumber sah lainnya. pendampingan, serta
. Dukungan ini memperkuat pemberdayaan berbasis
layak huni yang | Persentase . . .
) ; kapasitas pembiayaan swadaya agar kualitas
terjangkau; pemenuhan . . .
akses air air sehingga program penyediaan bangunan memenuhi standar
1 | minumdanair | minum; 77.17% | 77.79% | 100.8% rumah layak huni, air minum, kelayakan. .
. o dan sanitasi dapat Memberikan bantuan stimulan
limbah sanitasi S .
direalisasikan secara lebih untuk pembangunan dan
yang layak dan dan rumah MO .
) luas dan cepat. rehabilitasi rumah tidak layak
aman layak huni

serta tertib
administrasi
pertanahan

Komitmen pemerintah daerah
yang kuat dalam perencanaan,
penganggaran, dan
pengawasan program menjadi
faktor penting dalam
memastikan pelaksanaan

huni guna meningkatkan
kualitas hunian masyarakat
berpenghasilan rendah secara
bertahap dan berkelanjutan.
Memfasilitasi akses kepemilikan
rumah layak huni melalui
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Solusi yang Dilakukan

berjalan efektif, tepat sasaran,
dan berkelanjutan, sehingga
target kinerja dapat
terlampaui.

Partisipasi aktif masyarakat
melalui swadaya dan gotong
royong memperkuat
pelaksanaan program serta
meningkatkan rasa memiliki
terhadap hasil pembangunan,
sehingga mendukung
keberlanjutan rumah layak
huni dan layanan dasar.

Faktor Kegagalan :
Berkurangnya atau
terlambatnya dukungan
APBN/CSR serta keterbatasan
APBD dapat menghambat
pelaksanaan program.
Koordinasi yang lemah dan
keterbatasan SDM teknis
dapat menyebabkan program
tidak berjalan optimal.
Wilayah terpencil,
keterbatasan sumber air, dan
risiko bencana dapat
memperlambat pencapaian
target.

berbagai skema bantuan
pembiayaan dan dukungan
program perumahan bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah.

Melaksanakan pembangunan
dan rehabilitasi infrastruktur
permukiman baik skala
lingkungan maupun kawasan
untuk meningkatkan kualitas
hunian, akses air minum, dan
sanitasi.

Mengoptimalkan kerja sama
dengan pihak ketiga melalui
pemanfaatan dana CSR untuk
mendukung pembiayaan dan
percepatan penanganan
permukiman kumuh.
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Tujuan/

Indikator

%

Analisa Keberhasilan

No. Sasaran s Target | Realisasi T Il Solusi yang Dilakukan
Faktor Keberhasilan :
Optimalisasi sumber Peningkatan kapasitas
pendanaan, melalui dukungan masyarakat, melalui sosialisasi,
APBD, APBN, CSR, dan bimbingan teknis, dan
sumber sah lainnya yang pendampingan pembangunan
memperluas cakupan rumah layak huni.
peningkatan rumah layak huni.
Rehabilitasi RTLH secara
Komitmen Pemerintah Daerah, berkelanjutan, dengan
melalui konsistensi program mekanisme transparan dan
rehabilitasi RTLH, peningkatan berbasis data terpadu.
PSU, dan penguatan
. kebijakan perumahan bagi Fasilitasi akses BP2BT, untuk
Meningkatnya .
. MBR. mendorong kepemilikan rumah
rumah layak huni | Persentase lavak huni bagi masvarakat
1.1 | dan kualitas rumah layak | 64.10% | 65.85% | 102.73% ) . y gl masy '
: . Dukungan kebijakan nasional,
lingkungan huni S .
, yang mempercepat Rehabilitasi dan relokasi rumah
permukiman

peningkatan kualitas
permukiman dan penanganan
kawasan kumubh.

Partisipasi masyarakat, dalam
perbaikan rumah dan
penataan lingkungan guna
mendukung keberlanjutan
program.

Faktor Kegagalan :
Keterbatasan anggaran,
sehingga penanganan RTLH

terdampak bencana, guna
memastikan masyarakat tetap
memiliki hunian yang aman dan
layak.
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

belum mampu menjangkau
seluruh kebutuhan.

Data RTLH yang belum
sepenuhnya terintegrasi dan
mutakhir, sehingga
mempengaruhi ketepatan
sasaran bantuan.

Keterbatasan kemampuan
swadaya penerima manfaat,
baik tenaga maupun
tambahan pembiayaan.

Kendala teknis dan lokasi
rumah, seperti akses sulit dan
status lahan yang belum jelas.

Dampak bencana alam, yang
menambah jumlah RTLH
setiap tahunnya.

Solusi yang Dilakukan

Persentase
kawasan
kumuh

0.043%

0.041%

104.88%

Faktor Keberhasilan :
Komitmen Pemerintah Daerah
melalui pengalokasian
anggaran, perencanaan yang
terarah, dan pengawasan
pelaksanaan kegiatan
penanganan kawasan kumuh.

Pembangunan dan rehabilitasi

Pembangunan dan rehabilitasi
PSU permukiman (jalan
lingkungan, drainase, dan talud)
secara bertahap dan
terintegrasi sesuai prioritas
lokasi kumuh.

Penguatan kolaborasi
pendanaan, melalui sinergi
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Solusi yang Dilakukan

infrastruktur permukiman
(PSU) seperti jalan
lingkungan, drainase, sanitasi,
dan air bersih yang secara
langsung menurunkan tingkat
kekumuhan.

Sinergi pendanaan dan
program nasional, melalui
dukungan APBN, provinsi, dan
CSR untuk mempercepat
peningkatan kualitas kawasan.

Partisipasi aktif masyarakat
dalam menjaga dan
memelihara lingkungan
permukiman guna menjamin
keberlanjutan hasil
penanganan.

APBD, APBN, dan CSR untuk
memperluas cakupan
penanganan.

Peningkatan pengendalian tata
ruang, guna mencegah
munculnya kawasan kumuh
baru akibat pembangunan yang
tidak terencana.
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Faktor Kegagalan

Belum optimalnya integrasi
prasarana, sarana, dan utilitas
(PSU) di beberapa lokasi,
yang masih mempengaruhi
indikator kekumuhan.

Potensi munculnya titik kumuh
baru akibat pertumbuhan
permukiman dan belum
optimalnya pengendalian tata
ruang.

Kesadaran masyarakat yang
belum merata dalam menjaga
kualitas lingkungan
permukiman.

Pemutakhiran data dan
monitoring kawasan kumuh
yang memerlukan penguatan
agar penanganan lebih cepat
dan tepat sasaran.

Solusi yang Dilakukan
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Tuj Indikat . % Analisa K hasil . .
No. ujuan/ ncﬁ a.or Target | Realisasi 0. nalisa Keberhasilan Solusi yang Dilakukan
Sasaran Kinerja Capaian /Kegagalan
Faktor Keberhasilan Peningkatan kualitas dokumen
Persentase . . N
‘umlah rumah Komitmen Pemerintah Daerah, perencanaan air minum yang
J melalui pengalokasian terintegrasi, guna memastikan
tangga yang :
anggaran dan perencanaan pengembangan SPAM berjalan
mendapatkan .
akses program SPAM yang terarah terarah, terpadu, dan sesuai
. dan berkelanjutan. kebutuhan wilayah.
terhadap air
. minum . .
Meningkatnya : Pengembangan dan Peningkatan kapasitas
melalui SPAM T . .
pemenuhan jaringan optimalisasi SPAM, baik penyelenggara SPAM berbasis
K L : o . kat. melalui
’ a ses. al.r minum perpipaan 88.90% | 88.90% | 100.00% Jarlngar\ perplpaan maupun masygra at, melalui .
dan air limbah dan bukan bukan jaringan perpipaan pembinaan, pendampingan, dan
yang layak dan arinaan terlindungi, sehingga mampu penguatan kelembagaan agar
aman J or ? aan menjangkau lebih banyak pengelolaan lebih profesional
P .p P . rumah tangga. dan berkelanjutan.
terlindungi
terhadap Sinergi pendanaan dan Pengembangan dan
rumah tangga . .
: program, melalui dukungan pengelolaan SPAM perpipaan
di seluruh . . . .
APBD, APBN, serta kolaborasi dan non perpipaan terlindungi,
kabupaten/ . -
kota. dengan pemerintah pusat dan meliputi pembangunan baru,

provinsi.

peningkatan, perluasan
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Faktor Kegagalan
Keterbatasan anggaran
pengembangan SPAM,
sehingga perluasan jaringan
perpipaan belum dapat
menjangkau seluruh wilayah
secara optimal.

Kondisi geografis dan sebaran
permukiman, terutama di
wilayah terpencil, yang
menyulitkan pembangunan
dan pemeliharaan jaringan
perpipaan.

Kapasitas dan keberlanjutan
operasional penyelenggara
SPAM, termasuk kebutuhan
peningkatan sarana,
prasarana, dan manajemen
layanan.

Solusi yang Dilakukan

jaringan, serta optimalisasi
operasi dan pemeliharaan.
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator

%

Analisa Keberhasilan

s Target | Realisasi T Il Solusi yang Dilakukan

Faktor Keberhasilan Peningkatan kualitas
Komitmen Pemerintah Daerah, perencanaan dan
melalui perencanaan dan penganggaran sanitasi, agar
penganggaran yang konsisten pembangunan layanan air
dalam peningkatan layanan limbah lebih terarah dan sesuai
pengolahan air limbah prioritas kebutuhan wilayah.
domestik.

Persentase Pengembangan dan rehabilitasi

jumlah rumah Pembangunan dan infrastruktur air limbah

tangga yang peningkatan infrastruktur domestik, baik sistem setempat

memperoleh 78.62% | 78.62% | 100.00% sanlt.ash baik sistem setempat (ons!te) maupun terpu.sat o

layanan (onsite) maupun terpusat (offsite), termasuk optimalisasi

pengolahan (offsite), sesuai kebutuhan operasi dan pemeliharaan

air limbah wilayah. sarana yang telah terbangun.

domestik

Perubahan perilaku
masyarakat, termasuk
dukungan terhadap program
Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS),
sehingga meningkatkan akses
sanitasi yang layak dan aman.

Penguatan kapasitas
kelembagaan pengelola, melalui
pembinaan dan pendampingan
guna meningkatkan
keberlanjutan layanan.
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Faktor Kegagalan:

Sebaran permukiman dan
kondisi geografis, yang
menyulitkan penerapan sistem

pengolahan air limbah terpusat

di beberapa lokasi.

Kapasitas pengelolaan dan
pemeliharaan sarana, yang
masih perlu ditingkatkan agar
layanan berjalan
berkelanjutan.

Kesadaran dan perilaku
masyarakat yang belum
merata, terutama dalam
pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana sanitasi
serta penerapan pola hidup
bersih dan sehat.

Solusi yang Dilakukan
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Tujuan/ Indikator . % Analisa Keberhasilan : .
No. L Target | Realisasi : Solusi yang Dilakukan
Sasaran Kinerja Capaian /Kegagalan
Faktor Keberhasilan : Penyusunan dokumen
Pelaksanaan sertifikasi tanah inventarisasi obyek pertanahan,
secara massal, yang sebagai dasar penataan,
mempercepat proses pengamanan, dan percepatan
legalisasi lahan PSU dari proses sertifikasi lahan PSU.
pengembang.
Penguatan kapasitas dan
Persentase Koordinasi yang baik dengan kelembagaan pertanahan,
Meningkatnya lahan PSU instansi terkait, seperti BPN, melalui peningkatan kompetensi
3 tertlp - - dari 76.92% | 87.23% 113.4% BPPKAD (Bidang Aset), dan apar.at.ur serta penataan sistem
administrasi pengembang kelurahan/desa dalam proses administrasi aset daerah.
pertanahan yang verifikasi, pencatatan, dan

disertifikatkan

penerbitan sertifikat.

Pendataan dan inventarisasi
aset tanah Pemkab secara
tertib, sehingga lahan PSU
yang telah diserahterimakan
dapat segera diproses
sertifikasinya.

Sosialisasi dan pendampingan
administrasi pertanahan,
kepada pengembang dan
masyarakat guna meningkatkan
pemahaman terhadap
kewajiban penyerahan
fasum/fasos dan proses
legalisasi tanah.
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No.

Tujuan/
Sasaran

Indikator
Kinerja

Target

Realisasi

%

Capaian

Analisa Keberhasilan
/Kegagalan

Faktor Keberhasilan :

Masih adanya pemanfaatan
tanah negara secara tidak sah
(hunian liar), yang
menghambat proses
penertiban dan sertifikasi
lahan.

Belum optimalnya koordinasi
dalam penyelesaian ganti
kerugian dan santunan tanah,
sehingga memperlambat
proses administrasi.

Masih terdapat lahan fasos
dan fasus dari pengembang
yang belum bersertifikat,
meskipun telah
diserahterimakan kepada
Pemerintah Daerah.

Solusi yang Dilakukan

Meningkatnya
kinerja tata
kelola
pemerintahan
dan kualitas
pelayanan publik
didukung
dengan
manajemen
administrasi

Nilai IKM

80
Skor

83 Skor

103.75%

Faktor Keberhasilan :
Kejelasan pembagian
kewenangan, tugas, dan
fungsi, yang didukung oleh
peraturan, pedoman, juklak,
dan juknis pada setiap
operasional kegiatan sehingga
pelayanan berjalan lebih
terstruktur dan akuntabel.

Penguatan perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan kinerja agar lebih
efektif, efisien, dan berbasis
data.

Peningkatan kapasitas SDM

teknis, melalui pelatihan dan

pembinaan guna mendukung
profesionalitas pelayanan.
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Tujuan/ Indikator L % Analisa Keberhasilan : .
No. L Target | Realisasi : Solusi yang Dilakukan
Sasaran Kinerja Capaian /Kegagalan
perkantoran Komitmen pimpinan dalam
pemerintahan pengelolaan manajemen, yang Optimalisasi pengelolaan aset
yang baik mendorong peningkatan daerah, dengan prinsip

disiplin, pengawasan, dan
evaluasi kinerja pelayanan
secara berkala.

Penguatan kelembagaan
secara berkelanjutan, melalui
penataan organisasi dan
peningkatan sistem
administrasi perkantoran.

Faktor Kegagalan :
Keterbatasan SDM baik
secara kualitas maupun
kuantitas, termasuk belum
tersedianya staf teknis ASN
yang memadai serta adanya
pegawai yang telah memasuki
masa purna tugas.

Belum optimalnya sarana dan
prasarana pendukung, seperti
keterbatasan komputer,
printer, scanner, gedung
kantor, serta kendaraan
operasional yang
mempengaruhi efektivitas
pelayanan.

efisiensi, transparansi, dan
akuntabilitas.
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6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat

daerah dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:

Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hasil
Tinakat Perkalian % Hasil Interpr
. Indikator Kinerja Anggaran ngkat Capaian Pengurangan P
Uraian Efisiensi T etasi
Kinerja dan dgn serapan
Anggaran
Target FReeliss] % Anggaran Realisasi %
DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN 51,276,665,072 | 47,825,727,083 | 93.27 51,276,665,072 | 3,450,937,989 | Efisien
PERMUKIMAN 100 100 100 6.73
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG BERKAITAN -
DENGAN PELAYANAN 100 100 100 50,629,113,072 | 47,220,386,898 | 93.27 6.73 50,629,113,072 | 3,408,726,174 | Efisien
DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PEKERJAAN -
UMUM DAN PENATAAN 100 100 100 14,091,109,678 | 13,759,202,857 | 97.64 236 14,091,109,678 331,906,821 | Efisien
RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN .
SISTEM PENYEDIAAN AIR 100 100 100 2,930,829,000 2,741,837,250 | 93.55 6.45 2,930,829,000 188,991,750 | Efisien
MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum 100 100 100 2,930,829,000 2,741,837,250 | 93.55 6.45 2,930,829,000 188,991,750 | Efisien

(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
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Uraian

Indikator Kinerja

Anggaran

Tingkat
Efisiensi

Hasil
Perkalian %
Capaian
Kinerja dan
Anggaran

Hasil
Pengurangan
dgn serapan

Interpr
etasi

Target

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Bukan Jaringan
Perpipaan

100

100

100

500,000,000

447,715,500

89.54

10.46

500,000,000

52,284,500

Efisien

Peningkatan Sistem
Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan

100

100

100

2,430,829,000

2,294,121,750

94.38

5.62

2,430,829,000

136,707,250

Efisien

PROGRAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH

100

100

100

11,160,280,678

11,017,365,607

98.72

1.28

11,160,280,678

142,915,071

Efisien

Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air
Limbah Domestik dalam
Daerah Kabupaten/Kota

100

100

100

11,160,280,678

11,017,365,607

98.72

1.28

11,160,280,678

142,915,071

Efisien

Penyediaan Sub Sistem
Pengolahan Air Limbah
Domestik (SPALD) Setempat

100

100

100

11,160,280,678

11,017,365,607

98.72

1.28

11,160,280,678

142,915,071

Efisien

URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

100

100

100

36,538,003,394

33,461,184,041

91.58

8.42

36,538,003,394

3,076,819,353

Efisien

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

100

100

100

6,909,775,744

6,492,311,740

93.96

6.04

6,909,775,744

417,464,004

Efisien

Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

100

100

100

136,013,400

128,103,500

94.18

5.82

136,013,400

7,909,900

Efisien

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

100

100

100

110,100,000

102,713,500

93.29

6.71

110,100,000

7,386,500

Efisien
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Hasil

Tinakat Perkalian % Hasil T
Uraian Indikator Kinerja Anggaran Efis?ensi Capaian Pengurangan etasr;
Kinerja dan dgn serapan
Anggaran
Target Rezlises] % Anggaran Realisasi %
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan -
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 100 100 100 15,000,000 14,680,000 | 97.87 213 15,000,000 320,000 | Efisien
Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat .
Daerah 100 100 100 10,913,400 10,710,000 | 98.14 186 10,913,400 203,400 | Efisien
Administrasi Keuangan .
Perangkat Daerah 100 100 100 4,257,593,000 4,030,462,990 | 94.67 5133 4,257,593,000 227,130,010 | Efisien
Penyediaan Gaji -
danTunjangan ASN 100 100 100 4,219,553,000 3,992,716,990 | 94.62 538 4,219,553,000 226,836,010 | Efisien
Penyediaan Administrasi -
Pelaksanaan Tugas ASN 100 100 100 23,040,000 22,906,000 | 99.42 0.58 23,040,000 134,000 | Efisien
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan _
Keuangan Akhir Tahun 100 100 100 10,000,000 9,870,000 | 98.70 1.30 10,000,000 130,000 | Efisien
SKPD
Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan . 100 100 100 5,000,000 4,970,000 | 99.40 0.60 5,000,000 30,000 | Efisien
Bulanan/Triwulanan
/Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian .-
Perangkat Daerah 100 100 100 55,793,000 54,949,200 | 98.49 151 55,793,000 843,800 | Efisien
Pengadaan pakaian dinas
beserta atribut 100 100 100 49,775,000 49,084,200 | 98.61 1.39 49,775,000 690,800 | Efisien
kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai B_erdasarkan Tugas 100 100 100 6,018,000 5,865,000 | 97.46 254 6,018,000 153,000 | Efisien
dan Fungsi
Administrasi Umum -
Perangkat Daerah 100 100 100 1,027,919,386 960,414,648 | 93.43 6.57 1,027,919,386 67,504,738 | Efisien
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Hasil

Tinakat Perkalian % Hasil T
Uraian Indikator Kinerja Anggaran Efis?ensi Capaian Pengurangan etasr;
Kinerja dan dgn serapan
Anggaran
Target Rezlises] % Anggaran Realisasi %
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan 100 100 100 10,000,000 9,984,000 | 99.84 0.16 10,000,000 16,000 | Efisien
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan -
Perlengkapan Kantor 100 100 100 24,862,000 24,000,000 | 96.53 3.47 24,862,000 862,000 | Efisien
Penyediaan Bahan -
Logistik Kantor 100 100 100 223,768,000 214,754,000 | 95.97 4.03 223,768,000 9,014,000 | Efisien
Penyediaan Barang -
Cetakan dan Penggandaan 100 100 100 41,352,386 34,530,380 | 83.50 16.50 41,352,386 6,822,006 | Efisien
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 100 100 100 35,000,000 25,950,000 | 74.14 25 86 35,000,000 9,050,000 | Efisien
Perundang-undangan
PenyediaanBahan/Material 100 100 100 144,216,000 133,328,362 | 92.45 755 144,216,000 10,887,638 | Efisien
Penyelenggaraan Rapat
gﬁ?grgmay dan Konsultasi 100 100 100 548,721,000 517,867,906 | 94.38 5 62 548,721,000 30,853,094 | Efisien
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 100 100 250,823,000 229,541,973 | 91.52 8.48 250,823,000 21,281,027 | Efisien
Pemerintah Daerah
Pengadaan Mesin dan -
Peralatan Lainnya 100 100 100 250,823,000 229,541,973 | 91.52 8.48 250,823,000 21,281,027 | Efisien
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan 100 100 100 1,022,941,000 932,546,519 | 91.16 8.84 1,022,941,000 90,394,481 | Efisien
Daerah
Penyediaan Jasa Surat -
Menyurat 100 100 100 10,000,000 9,900,000 | 99.00 1.00 10,000,000 100,000 | Efisien
Penyediaan Jasa
Kpmumkgsu_ Sumber Daya 100 100 100 280,131,000 224,210,519 | 80.04 19.96 280,131,000 55,920,481 | Efisien
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa -
Pelayanan Umum Kantor 100 100 100 732,810,000 698,436,000 | 95.31 4.69 732,810,000 34,374,000 | Efisien
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Hasil

Tinakat Perkalian % Hasil T
Uraian Indikator Kinerja Anggaran Efis?ensi Capaian Pengurangan etasr;
Kinerja dan dgn serapan
Anggaran
Target Rezlises] % Anggaran Realisasi %
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan 100 100 100 158,692,958 156,292,910 | 98.49 151 158,692,958 2,400,048 | Efisien
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan dan pajak -
Kendaraan Perorangan 100 100 100 123,692,958 122,347,910 | 98.91 1.09 123,692,958 1,345,048 | Efisien
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pemeliharaan peralatan .
dan mesin lainnya 100 100 100 35,000,000 33,945,000 | 96.99 3.01 35,000,000 1,055,000 | Efisien
PROGRAM
PENGEMBANGAN 664,808,000 648,939,970 | 97.61 664,808,000 15,868,030 | Efisien
PERUMAHAN 100 100 100 2.39
Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban -
Bencana atau Relokasi 100 100 100 664,808,000 648,939,970 | 97.61 2 39 664,808,000 15,868,030 | Efisien
Program Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi 597,504,000 | 594,492,720 | 99.50 597,504,000 3,011,280 | Efisien
Korban Bencana 100 100 100 ' ' ' ' ' 0.50 ' ' ' '
Pembangunan Rumah
Khusus beserta PSU bagi -
Korban Bencana 100 100 100 67,304,000 54,447,250 | 80.90 19.10 67,304,000 12,856,750 | Efisien
Kabupaten/Kota
PROGRAM KAWASAN .
PERMUKIMAN 100 100 100 7,997,740,250 5,518,674,300 | 69.00 31.00 7,997,740,250 | 2,479,065,950 | Efisien
Penerbitan 1zin
Pembangunan dan -
Pengembangan Kawasan 100 100 100 50,500,000 47,064,500 | 93.20 6.80 50,500,000 3,435,500 | Efisien

Permukiman
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Uraian

Indikator Kinerja

Anggaran

Tingkat
Efisiensi

Hasil
Perkalian %
Capaian
Kinerja dan
Anggaran

Hasil
Pengurangan
dgn serapan

Interpr
etasi

Target

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

Penyusunan Rencana,
Kebijakan, Strategi dan
Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

100

100

100

50,500,000

47,064,500

93.20

6.80

50,500,000

3,435,500

Efisien

Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

100

100

100

7,947,240,250

5,471,609,800

68.85

31.15

7,947,240,250

2,475,630,450

Efisien

Pelaksanaan Peremajaan
Kawasan Permukiman
Kumuh

100

100

100

7,947,240,250

5,471,609,800

68.85

31.15

7,947,240,250

2,475,630,450

Efisien

PROGRAM PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KUMUH

100

100

100

9,785,790,400

9,747,077,531

99.60

0.40

9,785,790,400

38,712,869

Efisien

Pencegahan Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kumuh pada Daerah
Kabupaten/Kota

100

100

100

9,785,790,400

9,747,077,531

99.60

0.40

9,785,790,400

38,712,869

Efisien

Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni untuk
Pencegahan terhadap
Tumbuh dan
Berkembangnya
Permukiman Kumuh diluar
Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (sepuluh) Ha

100

100

100

9,785,790,400

9,747,077,531

99.60

0.40

9,785,790,400

38,712,869

Efisien

PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)

100

100

100

11,179,889,000

11,054,180,500

98.88

1.12

11,179,889,000

125,708,500

Efisien

Urusan Penyelenggaraan
PSU Perumahan

100

100

100

11,179,889,000

11,054,180,500

98.88

1.12

11,179,889,000

125,708,500

Efisien
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Hasil

Tinakat Perkalian % Hasil T
Uraian Indikator Kinerja Anggaran Efis?ensi Capaian Pengurangan etasr;
Kinerja dan dgn serapan
Anggaran
Target Feellizas] % Anggaran Realisasi %
Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di -
Perumahan untuk 100 100 100 11,169,289,000 | 11,043,580,500 | 98.87 113 11,169,289,000 125,708,500 | Efisien
Menunjang Fungsi Hunian
Verifikasi dan Penyerahan 100.0
PSU Perumahan dari 10,600,000 10,600,000 ' - 10,600,000 0 | Efisien
100 100 100 0
Pengembang
URUSAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG TIDAK -
BERKAITAN DENGAN 100 100 100 647,552,000 605,340,185 | 93.48 6.52 647,552,000 42,211,815 | Efisien
PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN -
BIDANG PERTANAHAN 100 100 100 647,552,000 605,340,185 | 93.48 6.52 647,552,000 42,211,815 | Efisien
PROGRAM -
PENATAGUNAAN TANAH 100 100 100 647,552,000 605,340,185 | 93.48 6.52 647,552,000 42,211,815 | Efisien
Penggunaan Tanah yang
Hamparannya dalam satu 100 100 100 647,552,000 605,340,185 | 93.48 6.52 647,552,000 42,211,815 | Efisien
Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan 100 100 100 647,552,000 605,340,185 | 93.48 6.52 647,552,000 42,211,815 | Efisien

Penggunaan Tanah
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 8 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No. Tujuan/ Indikator Kinerja %. Program/ Indikator Kinerja %. Menunjang/Tldak
Sasaran Capaian Capaian Menunjang
PROGRAM Persentase rumah layak huni
PENGEMBANGAN bagi korban bencana 100% Menunjang
Persentase rumah layak 65.85% PERUMAHAN kabupaten/ kota
huni ' PROGRAM Persentase kawasan
KAWASAN permukiman kumuh dibawah 44,66% | Menunjang
PERMUKIMAN 10 Ha yang ditangani
PROGRAM
PERUMAHAN DAN .
KAWASAN Ejgfizzagziiﬂga;n?dak '@yak | 39195 | Menunjang
Meningkatnya PERMUKIMAN
rumah layak huni Persentase kawasan KUMUH
1 | dan kualitas kumuh 0.041% | PROGRAM
lingkungan PENINGKATAN Persentase perumahan yang
permukiman PRASARANA, sudah dilengkapi PSU .
SARANA DAN (Prasarana, sarana dan 100% | Menunjang
UTILITAS UMUM Utilitas Umum)
(PSU)
Persentase jumlah
rumah tangé]a yang PROGRAM
mendapatkan akses PENGELOLAAN Persentase rumah tangga . .
terhadap air minum 88.90% | DAN ygng mendapatkan akses air 88,9% | Menunjang
melalui SPAM jaringan PENGEMBANGAN minum layak
SISTEM

perpipaan dan bukan
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Tujuan/

%

%

Menunjang/Tidak

No. Sasaran Indikator Kinerja St Program/ Indikator Kinerja Sl e .
jaringan perpipaan PENYEDIAAN AIR
terlindungi terhadap MINUM
rumah tangga di seluruh
kabupaten/ kota
Persentase jumlah PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase rumah tangga
ruman tar;gﬁell yang 78,620 DAN yang menempati hunian 79.71% | M .
[raneenrgggt?ai aﬁ%ﬁ:ggh P47 | PENGEMBANGAN Qengan akses §anitasi (air 270 enunjang
domestik SISTEM AIR limbah domestik) layak
LIMBAH
Meningkatnya Persentase lahan PSU PROGRAM Persentase dokumen peta
2 | tertib administrasi dari pengembang yang 87.23% | PENATAGUNAAN aset tanah eks bondo desa di | 74,43% | Menunjang
pertanahan disertifikatkan TANAH kelurahan yang tersusun
Meningkatnya
kinerja tata kelola
emerintahan dan
Eualitas pelayanan PROGRAM
. PENUNJANG
publik didukung URUSAN Persentase Laporan
3 | dengan Nilai IKM 83 Skor keuangan sesuai Standart 100% Menunjang
manajemen PEMERINTAHAN Akuntasi Publik
administrasi DAERAH
KABUPATEN/KOTA
perkantoran

pemerintahan yang
baik
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Dari analisis program/kegiatan di atas, terdapat 2 tujuan,2 sasaran dan 8 program
yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
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C. Realisasi Keuangan dan Fisik

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Realisasi Keuangan dan Fisik

Uraian Anggaran ;:;;f;::] % Realisasi Fisik F(I;(:)k Sisa Anggaran
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 51,276,665,072 47,825,727,083 | 93.27 51,276,665,072 | 100.00 3,450,937,989
PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 50,629,113,072 47,220,386,898 | 93.27 50,629,113,072 | 100.00 3,408,726,174
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN 14,091,109,678 13,759,202,857 | 97.64 14,091,109,678 | 100.00 331,906,821
UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 2,930,829,000 2,741,837,250 | 93.55 2,930,829,000 | 100.00 188,991,750
PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem 2,930,829,000 2,741,837,250 | 93.55 2,930,829,000 | 100.00 188,991,750
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum 500,000,000 447,715,500 | 89.54 500,000,000 | 100.00 52,284,500
(SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum 2,430,829,000 2,294,121,750 | 94.38 2,430,829,000 | 100.00 136,707,250
(SPAM) Jaringan Perpipaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN 11,160,280,678 11,017,365,607 | 98.72 11,160,280,678 | 100.00 142,915,071
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air 11,160,280,678 11,017,365,607 | 98.72 11,160,280,678 | 100.00 142,915,071

Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
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Uraian Anggaran ;:5:::::] % Realisasi Fisik F(I;(:)k Sisa Anggaran
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air 11,160,280,678 11,017,365,607 | 98.72 11,160,280,678 | 100.00 142,915,071
Limbah Domestik (SPALD) Setempat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 36,538,003,394 33,461,184,041 | 91.58 36,538,003,394 | 100.00 3,076,819,353
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 6,909,775,744 6,492,311,740 | 93.96 6,909,775,744 | 100.00 417,464,004
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 136,013,400 128,103,500 | 94.18 136,013,400 | 100.00 7,909,900
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan 110,100,000 102,713,500 | 93.29 110,100,000 | 100.00 7,386,500
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 15,000,000 14,680,000 | 97.87 15,000,000 | 100.00 320,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,913,400 10,710,000 | 98.14 10,913,400 | 100.00 203,400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,257,593,000 4,030,462,990 | 94.67 4,257,593,000 | 100.00 227,130,010
Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 4,219,553,000 3,992,716,990 | 94.62 4,219,553,000 | 100.00 226,836,010
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 23,040,000 22,906,000 | 99.42 23,040,000 | 100.00 134,000
ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 10,000,000 9,870,000 | 98.70 10,000,000 | 100.00 130,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 5,000,000 4,970,000 | 99.40 5,000,000 | 100.00 30,000
Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55,793,000 54,949,200 | 98.49 55,793,000 | 100.00 843,800
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 49,775,000 49,084,200 | 98.61 49,775,000 | 100.00 690,800
kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 6,018,000 5,865,000 | 97.46 6,018,000 | 100.00 153,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah 1,027,919,386 960,414,648 | 93.43 1,027,919,386 | 100.00 67,504,738
Penyediaan Komponen Instalasi 10,000,000 9,984,000 | 99.84 10,000,000 | 100.00 16,000

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

93




Uraian Anggaran ;:j::::;l % Realisasi Fisik F(I(;:)k Sisa Anggaran
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 24,862,000 24,000,000 | 96.53 24,862,000 | 100.00 862,000
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 223,768,000 214,754,000 | 95.97 223,768,000 | 100.00 9,014,000
Penyediaan Barang Cetakan dan 41,352,386 34,530,380 | 83.50 41,352,386 | 100.00 6,822,006
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 35,000,000 25,950,000 | 74.14 35,000,000 | 100.00 9,050,000
Perundang-undangan
PenyediaanBahan/Material 144,216,000 133,328,362 | 92.45 144,216,000 | 100.00 10,887,638
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 548,721,000 517,867,906 | 94.38 548,721,000 | 100.00 30,853,094
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 250,823,000 229,541,973 | 91.52 250,823,000 | 100.00 21,281,027
Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya 250,823,000 229,541,973 | 91.52 250,823,000 | 100.00 21,281,027
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1,022,941,000 932,546,519 | 91.16 1,022,941,000 | 100.00 90,394,481
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10,000,000 9,900,000 | 99.00 10,000,000 | 100.00 100,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 280,131,000 224,210,519 | 80.04 280,131,000 | 100.00 55,920,481
Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 732,810,000 698,436,000 | 95.31 732,810,000 | 100.00 34,374,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 158,692,958 156,292,910 | 98.49 158,692,958 | 100.00 2,400,048
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya 123,692,958 122,347,910 | 98.91 123,692,958 | 100.00 1,345,048
pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 35,000,000 33,945,000 | 96.99 35,000,000 | 100.00 1,055,000
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 664,808,000 648,939,970 | 97.61 664,808,000 | 100.00 15,868,030
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan 67,304,000 54,447,250 | 80.90 67,304,000 | 100.00 12,856,750

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota
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Uraian Anggaran ;:5:::::] % Realisasi Fisik F(I;(:)k Sisa Anggaran
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU 67,304,000 54,447,250 | 80.90 67,304,000 | 100.00 12,856,750
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 597,504,000 594,492,720 | 99.50 597,504,000 | 100.00 3,011,280
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 597,504,000 594,492,720 | 99.50 597,504,000 | 100.00 3,011,280
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7,997,740,250 5,518,674,300 | 69.00 7,997,740,250 | 100.00 2,479,065,950
Penerbitan I1zin Pembangunan dan 50,500,000 47,064,500 | 93.20 50,500,000 | 100.00 3,435,500
Pengembangan Kawasan Permukiman
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi 50,500,000 47,064,500 | 93.20 50,500,000 | 100.00 3,435,500
dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 7,947,240,250 5,471,609,800 | 68.85 7,947,240,250 | 100.00 2,475,630,450
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan 7,947,240,250 5,471,609,800 | 68.85 7,947,240,250 | 100.00 2,475,630,450
Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 9,785,790,400 9,747,077,531 | 99.60 9,785,790,400 | 100.00 38,712,869
PERMUKIMAN KUMUH
Pencegahan Perumahan dan Kawasan 9,785,790,400 9,747,077,531 | 99.60 9,785,790,400 | 100.00 38,712,869
Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 9,785,790,400 9,747,077,531 | 99.60 9,785,790,400 | 100.00 38,712,869
Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 11,179,889,000 11,054,180,500 | 98.88 11,179,889,000 | 100.00 125,708,500
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 11,179,889,000 11,054,180,500 | 98.88 11,179,889,000 | 100.00 125,708,500
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 11,169,289,000 11,043,580,500 | 98.87 11,169,289,000 | 100.00 125,708,500
Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan 10,600,000 10,600,000 | 100.00 10,600,000 | 100.00 0

dari Pengembang
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Uraian Anggaran ;:j:;;; % Realisasi Fisik F(I;:)k Sisa Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK 647,552,000 605,340,185 | 93.48 647,552,000 | 100.00 42,211,815
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 647,552,000 605,340,185 | 93.48 647,552,000 | 100.00 42,211,815
PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 647,552,000 605,340,185 | 93.48 647,552,000 | 100.00 42,211,815
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam 647,552,000 605,340,185 | 93.48 647,552,000 | 100.00 42,211,815
satu Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 647,552,000 605,340,185 | 93.48 647,552,000 | 100.00 42,211,815

Penggunaan Tanah

Dari analisis realisasi Fisik dan Keuangan, untuk Kegiatan Fisik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan terlaksana 100% untuk 8 Program, sedangkan untuk realisasi Keuangan terdapat 8 Program yang

belum 100%. Sedangkan Perbandingan Realisasi Fisik tahun 2025 dengan tahun 2024 tetap sama yaitu 100%. Sedangkan

Realisasi Keuangan menurun tahun 2025 yaitu 93,27% dengan sisa anggaran 3,450,937,989.
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D. Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
1. Urusan Pekerjaan Umum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan
barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap
Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah. Penyelenggaran pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang di Kabupaten Grobogan secara teknis dilaksanakan
oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan
Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan awasan Permukiman yang
sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah
Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu,
termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target
pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indikator Kinerja Pencapaian

Jumlah Penerima Layanan Dasar AUy Anggaran
Pelayanan Pelayanan Dasar (Rp)

Dasar Batas Batas

Indikator (-(I;?;?]et) Waktu | Indikator T?;/g)et Waktu
g Capaian - Capaian
2 3 4 5 6 7 8 9

Pemenuhan | Jumlah Warga 801 Setiap Jumlah 100 Setiap 2,981,329,000
kebutuhan Negara Yang tahun barang, tahun
pokok air Memperoleh jasa
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Indikator Kinerja Pencapaian

Jumlah Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Anggaran
No. | Pelayanan Pelayanan Dasar (Rp)
Dasar Batas Batas
Indikator ('(I;?;gnet) Waktu | Indikator T?;/g)et Waktu
g Capaian Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
minum Kebutuhan dan
sehari-hari | pokok Air sumber
Minum Sehari daya
Hari manusia
2. Penyediaan | Jumlah Warga | 2,868 | Setiap Jumlah 100 Setiap 11,160,280,678
pelayanan Negara yang tahun barang, tahun
pengolahan memperoleh jasa
Air lepah layanan dan
Domestik . sumber
pengolahan air
_ daya
limbah manusia
domestik

c. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang

ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana

lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada tabel berikut
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Tabel 3. 11 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

pelayanan
pengolahan Air
Limbah Domestik

No. Jenis Pelayanan AnjesEn Sumber dana
Dasar APBD APBN DAK .
Lain yang sah
1 2 3 4 5 6

1. Pemenuhan 1,252,538,000 1,728,791,000

kebutuhan pokok air

minum sehari-hari
2. Penyediaan 2,740,609,928 8,419,670,750

Jumlah

3,993,147,928

10,148,461,750

d. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun

penerima layanan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui

Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah

menerapkan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM sebagai berikut

Tabel 3. 12 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Jenis Penerima Layanan Dasar Anggaran
No. Peg)agsa;ran Target | Realisasi Cag)z;a” APBD (Rp) | Realisasi (Rp) Ca(ﬁ’)/";‘;an
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemenuhan 801 801 100% 2,981,329,000 2,741,837,250 92
kebutuhan Orang Orang
1 | pokok air
minum
sehari-hari
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Jenis Penerima Layanan Dasar Anggaran
No. | Pelayanan . . |Capaian . Capaian
Dasar Target | Realisasi (%) APBD (Rp) Realisasi (Rp) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan 2,868 2,868 100% 11,160,280,678 | 11,017,365,607 99
pelayanan Orang Orang

2 | pengolahan
Air Limbah
Domestik

Jumlah 14,141,609,678 | 13,759,202,857

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai

97,64%.

Untuk

mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar

sebesar 80% pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Urusan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Penerima Pelayanan Dasar indek
ndeks
Jumlah yang :
No. | Jenis Pelayanan Yare JumITh yang | persentase Psgr?:ﬁ?r::ln
: Dasar Di|ayani Ter el (43 X 100%) L D
(orang) ayanan basar
(orang) (5 x 80%)
1 2 3 4 5 6
1 Pemenuhan 801 Orang 801 Orang 100% 100%
kebutuhan pokok
air minum sehari-
hari
2 Penyediaan 2,868 Orang 2,868 Orang 100% 100%
pelayanan
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Penerima Pelayanan Dasar

e Indeks
umlah yang p :
No Jenis Pelayanan Harus Ju_l_ml?h yang | persentase 525222?
' Dasar Dilayani S R BT D
el ayanan Dasar
(orang) (5 x 80%)
1 2 3 4 e 6

pengolahan Air
Limbah Domestik

Presentase

pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara

menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase

pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian

dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu

sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal

Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Penerima Pelayanan Dasar kel
- P i
NO Mutu Minimal \I]3umlah/‘|\J/Iutu \I]3umlah/‘|]\/lutu Persentase M;Tf;?ﬁ';gl
' Pelayanan Dasar arang/’asa arang/’asa (4:3 x 100%)
yang yang Layanan Dasar
dibutuhkan tersedia (5 x 20%)
1 2 3 4 5 6
1 | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 100 20
Jaringan Perpipaan 20%

Kuantitas (kebutuhan
pokok minimal 60
liter/orang/hari)

193 Rumah
Tangga

193 Rumah 100
Tangga
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Penerima Pelayanan Dasar

Indeks
NO Mutu Minimal \IJBumIah/‘l\]/Iutu éumlah/‘lj\/lutu Persentase Jlir;ca?ﬁrir;l
' Pelayanan Dasar arang/Jasa arang/Jasa (4:3 x 100%)
yang yang Layanan Dasar
dibutuhkan tersedia (5 x 20%)
1 2 3 4 5 6
Kualitas air (keruh, 193 Rumah 193 Rumah 100
berwarna, berasa, Tangga Tangga
berbusa, berbau)
Bukan Jaringan Perpipaan
Kuantitas (kebutuhan 74 Rumah 74 Rumah 100
pokok minimal 60 Tangga Tangga
liter/orang/hari)
Kualitas air (keruh, 74 Rumah 74 Rumah 100
berwarna, berasa, Tangga Tangga
berbusa, berbau)
2 | Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah 100 20

Domestik
Kuantitas akses 956 Rumah 956 Rumah 100 20%

Tangga Tangga
pengolahan air limbah
domestik
kualitas Pelayanan Akses 279 Rumah 279 Rumah 100
Aman > 25 jiwa/hektar Tangga Tangga
(SPALD-S)
kualitas Pelayanan Akses 677 Rumah 677 Rumah 100
Aman < 25 jiwa/hektar Tangga Tangga

(SPALD-S)

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi

untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian

SPM (IPSPM), Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2025 sebagaimana pada tabel berikut ini:
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Tabel 3. 15 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2025

JENIS PELAYANAN P P e e ol ndeKs
NO. DASAR Layanan Mutu (IP Layanan SPM
(%) (%) + IP Mutu)

1 2 3 4 5 6
y | Pemenuhan kebutuhan 80 20 100 TUNTAS UTAMA

pokok air minum sehari-hari

Penyediaan pelayanan
2 | pengolahan Air Limbah 80 20 100 TUNTAS UTAMA

Domestik

BIDANG URUSAN PUPR 100 Tuntas Utama

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan Tahun 2024
sebesar 100 dengan kategori Tuntas Utama, hal ini menggambarkan
Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar telah mencapai 100%
di tahun 2025.

. Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan
tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan
penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal.
Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.
Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan
langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
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Tabel 3. 16 Permasalahan dan Solusi SPM

Jenis Layanan

NoO Dasar Permasalahan Solusi
1 2 3 4
INTERNAL
1. Pemenuhan - Sulitnya mencari sumber air |- Rekayasa alam dengan
kebutuhan pokok  [baku di kawasan Kendeng pembuatan embung ataupun
air minum sehari-  |Selatan sumur resapan
hari . .
ar - Alokasi anggaran APBD | - Pengusulan anggaran dari
yang terbatas APBN, DAK, Hibah, CSR
ataupun yang lainnya
2. Penyediaan Keterbatasan lahan desa dan | Penganggaran APBD untuk
pelayanan topografi untuk area pembebasan lahan
pengolahan Air pengolahan limbah komunal
Limbah Domestik
EKSTERNAL
1. | Pemenuhan - -
kebutuhan pokok
air minum sehari-
hari
2 Penyediaan - -
pelayanan

pengolahan Air
Limbah Domestik

2. Urusan Perumahan Rakyat

a. Jenis Layanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap

Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah. Penyelenggaran pelayanan dasar bidang urusan Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan secara teknis
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dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Pelayanan Dasar di Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan

Permukiman yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu

1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota

2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu,
termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Target
pencapaian indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman di Kabupaten Grobogan pada tahun 2025, pada
tabel berikut:

Tabel 3. 17 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Indikator Kinerja Pencapaian
Jumiah Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Anggaran
No. | Pelayanan Pelayanan Dasar (Rp)
Dasar Batas Batas
Indikator (E?;?]et) Waktu | Indikator T?:/?)et Waktu
g Capaian Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Penyediaan & | Jumlah Warga 760 Setiap Jumlah 100 Setiap 597,504,000
Rehabiitasi Negara korban tahun barang, tahun
Rumah  yang | bencana yang jasa
Layak Huni Bagi | memperoleh rumah dan
Korban layak huni sumber
Bencana daya
Kabupaten/Kota manusia
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Indikator Kinerja Pencapaian

huni

Jumlah Penerima Layanan Dasar Mutu Minimal Anggaran
No.| Pelayanan Pelayanan Dasar (Rp)
Dasar Batas Batas
Indikator (E?;gnzt) Waktu | Indikator T?:/:‘):])et Waktu
Capaian Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Fasilitasi Jumlah Warga 1 Setiap Jumlah 100 Setiap 67,304,000
Penyediaan Negara yang tahun barang, tahun
Rumah  Yang | terkena relokasi jasa
Layak Huni Bagi | akibat program dan
Masyarakat Pemerintah Daerah sumber
Yang Terkena daya
Relokasi kabupaten/kotayang manusia
Program memperoleh
Pemerintah fasilitasi penyediaan
Daerah rumah yang layak
Kabupaten/Kota

c. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang
ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM
oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber APBD, APBN dan sumber dana
lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran Bidang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman SPM Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan pada
tabel berikut :
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Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025

Anggaran
No. Jenis Pelayanan Dasar Sumber dana
APBD APBN DAK Lain yang sah
1 2 3 4 5 6
1. Penyediaan & Rehabiitasi Rumah 597,504,000
yang Layak Huni Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah 67,304,000
Yang Layak Huni Bagi Masyarakat
Yang Terkena Relokasi Program
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah 664,808,000

d. Hasil Capaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun

penerima layanan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan telah

menerapkan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman sesuai dengan target dan indikator penerima layanan SPM
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 19 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025
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Penerima Layanan Dasar Anggaran
Jenis Pelayanan
Nox Dasar .. |Capaian . Capaian
Target | Realisasi APBD (Rp) Realisasi (Rp)
(%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyediaan & | 760 Unit | 760 Unit 100 597,504,000 594,492,720 | 99.50
Rehabiitasi Rumah
1 |yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penyediaan 1 Unit 0 Unit 100 67,304,000 54,447,250 | 80.90
Rumah Yang Layak
Huni Bagi Masyarakat dilakukan
Yang Terkena Relokasi pendataa
2 | program  Pemerintah n karena
Daerah Kabupaten/Kota tidak ada
relokasi
bencana
Jumlah 664,808,000 648,939,970 98

Berdasarkan tabel di atas capaian realisasi keuangan SPM Bidang Urusan

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencapai 98%. Untuk

mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya maka diukur
Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian SPM (IPSPM)

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Grobogan Tahun 2025 berdasarkan penghitungan pelayanan dasar

sebesar 80% pada tabel berikut :

Tabel 3. 20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun
2025

108




Penerima Pelayanan Dasar

Indeks
Jumlah yang Persentase PSQg:ﬁ?r:Zn
No. Jenis Pelayanan Dasar Harus
Jumlah yang 4:3 x 100% Layanan Dasar
: (4:3x 0)
Dilayani Terlayani (orang)
(orang) (5 x 80%)
1 2 3 4 5 6
1 Penyediaan &  Rehabiitasi 760 760 100 80
Rumah yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
2 Fasilitasi Penyediaan Rumah 1 0 100 80
Yang Layak  Huni Bagi _
Masyarakat Yang Terkena dilakukan
Relokasi Program Pemerintah pendataan
Daerah Kabupaten/Kota karena tidak ada
relokasi bencana

Persentase pencapaian mutu minimal dasar dihitung dengan cara

menambahkan persentase pencapaian mutu barang dengan persentase

pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM kemudian

dibagi dengan jumlah variabel pembagi dan dikalikan dengan bobot mutu

sebesar 20%. Adapun Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal

Layanan Dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel

berikut:

Tabel 3. 21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar SPM Bidang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun

2025
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Penerima Pelayanan Dasar

Indeks

Persentase Pencapaian
NO. Mutu Minimal Pelayanan Dasar Barang/Jasa | Barang/Jasa (4:3x Layanan Dasar
yang yang 100%)
dibutuhkan tersedia (5 x 20%)
1 2 3 4 5 6
1 | Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota
Rehabilitasi rumah bagi korban 190 190 100 20
bencana
2 | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat
Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pembangunan Rumah Khusus beserta 1 0 100 20
PSU bagi Korban Bencana )
Kabupaten/Kota dilakukan
pendataan
karena tidak
ada relokasi
bencana

Berdasarkan tabel-tabel tersebut di atas, selanjutnya dilakukan kompilasi

untuk menghitung Indeks Pencapaian SPM (IPSPM). Indeks Pencapaian

SPM (IPSPM),

Permukiman Tahun 2025 sebagaimana pada table berikut ini:

Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Tabel 3. 22 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Tahun 2025
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IP IP Indeks SPM Kateaori Indeks
NO. JENIS PELAYANAN DASAR Layanan Mutu (IP Layanan gSPM
(%) (%) + IP Mutu)
1 2 3 4 5 6
Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang
1 | Layak Huni Bagi Korban Bencana 80 20 100 Tuntas Utama
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang
Layak Huni Bagi Masyarakat Yang
2 Terkena Relokasi Program Pemerintah 80 20 100 Tuntas Utama
Daerah Kabupaten/Kota
BIDANG URUSAN PERAKIM 100 Tuntas Utama

Berdasarkan tabel di atas Indeks Pencapaian SPM (IPSPM) Bidang Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan
Tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori Tuntas Utama hal ini
menggambarkan Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar

telah berada dinilai kurang dari 100%

. Permasalahan Dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan
tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pelaksanaan
penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal.
Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.
Kendala, permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan
pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan
langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah
sebagai berikut:
Tabel 3. 23 Permasalahan Dan Solusi SPM
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Yang Layak Huni Bagi
Masyarakat Yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

No Jenis Layanan Dasar Permasalahan Solusi
1 2 3 4
INTERNAL

1. Penyediaan & Rehabiitasi | - Alokasi anggaran APBD yang | Melakukan sinkronisasi pendataan,
Rumah yang Layak Huni Bagi | terbatas dan koordinasi dengan OPD terkait
Korban Bencana _ yaitu Badan Penanggulangan
Kabupaten/Kota -Eoka5| Bencana yang susah Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

dijangkau Grobogan sehingga dapat dilakukan
penanganan bencana lebih cepat

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah | -Tidak adanya kegiatan dan | Usulan kegiatan dan penganggaran
Yang Layak Huni Bagi | anggaran yang dilakukan Di  Perubahan untuk kegiatan
Masyarakat Yang Terkena _ Fasilitasi penyediaan rumah yang
Relokasi Program Pemerintah -Tidak  ada bencgna yang layak huni bagi masyarakat yang
Daerah Kabupaten/Kota menyel?abkan relokasi rumah ke terkena relokasi program Pemerintah

desa lain. Daerah kabupaten/ kota
EKSTERNAL

1. Penyediaan & Rehabiitasi | - -
Rumah yang Layak Huni Bagi
Korban Bencana
Kabupaten/Kota

2 Fasilitasi Penyediaan Rumah | - -
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2025
Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana
diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten
Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun Kkinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Grobogan Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 2 tujuan sasaran dengan 4
indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan
sebagai berikut :

A. Tujuan Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau; akses air
minum dan air limbah yang layak dan aman serta tertib administrasi pertanahan
terdiri dari 3 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 77,17% (kategori
sangat tinggi).

1. Sasaran Meningkatnya rumah layak huni dan kualitas lingkungan permukiman
terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar Persentase rumah
layak huni 65,85% dan Persentase kawasan kumuh 0.041 % (kategori sangat
tinggi)

2. Sasaran Meningkatnya pemenuhan akses air minum dan air limbah yang layak

dan aman terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar
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Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum
melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota 88.90% dan Persentase
jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah
domestik 78,62% (kategori sangat tinggi)

3. Sasaran Meningkatnya tertib administrasi pertanahan terdiri dari 1 indikator
kinerja dengan capaian kinerja Persentase lahan PSU dari pengembang yang
disertifikatkan sebesar 87.23% (kategori sangat tinggi)

B. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai SAKIP sebesar
75,80 Nilai (kategori Sangat Baik)

1. Sasaran Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan
publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang
baik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja Nilai IKM sebesar 83
SKOR (kategori sangat tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara
umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun
Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai
dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Grobogan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 51.276.665.072 sedangkan realisasi
anggaran mencapai Rp. 47.825.727.083 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025
serapan anggaran sebesar 93,27% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,73%.

Untuk Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum
dengan Anggaran Rp. 14,141,609,678 sedangkan realisasi anggaran SPM mencapai
Rp. 13,759,202,857 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran
SPM sebesar 97,29% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 2,71%.

Urusan Perumahan Rakyat dengan Anggaran Rp. 664,808,000 sedangkan
realisasi anggaran SPM mencapai Rp. 648,939,970 dengan demikian dapat dikatakan
tahun 2025 serapan anggaran SPM sebesar 98% dan nilai efisiensi anggaran sebesar
2%.
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Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait balk sebagal
stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktf
untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Purwodadi, Februari 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
p %‘%‘sm PERMUKIMAN
/. “KABUPATEN GROBOGAN

' Pemblna Utama Muda (lVIc)
NIP. 19730726 199803 2 006
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di
bawah 1mi:

Nama :  ENDANG SULISTYONINGSIH, 5.T., M.T.

Jabatan :  Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permulkiman
Kab. Grobogan

Selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama :  SETYO HADI

Jabatan :  Bupati Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kepagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
SETYO HADI ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda {IV/c]

NIP. 19730726 199803 2 006




FERJANJIAN KEINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
HEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

HABUPATEN GROBOGAN
Target Pervbahan
Ho Sasaran Strategls Indikmtor Kinerja Capalan Tahun 2025 Tab 2025
i |Meningkatnya rumah layak  |Persentase ramah layad hond 63,008 64, 100
huni dan koaalitss
lingkungan perrnukiman Persentase kewasan kumuh 0, 4 3% 0,04 3%
2 |Meninglatnya pementihan |Persentase jumiah rumah BE. Q0% BE.90%
akses air minum dan &ir Langes vang mendapatian
limbah yang lavak dan aman jakess terhadap air minum
melalul SPAM jarmgan
perpipasn dan bukan jaringan
perpipaan tertindungi terhadap
mumah tangga di selurah
kabupaten ] kota
Persentase jumish rumah TE.62% TE.AT%
tangga yang memperalah
layanan pengolahan aie lmbah
domestik
3 |Mentngkatnya tertib Perseniases lahan PEU dari TH.92% T6H93%
administrasi pertanahamn pengembang yang
disertifikathkan
4 |Meningkainya kineria tata Milai THM A0 Skor BO Skor
kelola pemenntahan dan
hualitas pelayanan pubiik
didubung dengan
manajemen admmisieasi
perkantoran pemerintahan
yang haik
[ Parubahan Tahun
Tahun 2025 2025
1 |Program Pengelolaan dan
Fengembangan Sistem Rob, 064,516,000 Rp2, 981,329,000
Penyediaan Air minum
2 |Program Pengelolasn dan
Pengembangan Sistern Adr Rpl2 685, 179,000 REpll, 160,280,675
Limbah
3  |Progriom Penunjang Urisan
Pemerintahan Daemab Ry, 276,064,600 Rp&, 909,775,744
Kabupaten /Kot
4 |Program Pengembangan
sioksimpriple Rp278,208,000 Rpb64, 808,000
B ot Rip1,500,000,000 Rp7, 047 240,250
& |Program Perumahan dan
Kawasan Permukiman Rp5.077 478, 3400 RpQ, TRS, 790,404
Kumuh




I-"raa'.mrn Peningkatan
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum (PSL}

Rp9,594,939,000 Rpll,179 689,000

Program Penalagunaan
Tanah

Rpa47, 552,000 RptaT, 552,000

Jumiah

Rp42,323,937,000] RpS1,276,665,072

BUPATI GROBOGAN,

Purwodadi, September 20025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN KAWABAN PERMUEIMAN
KABUFPATEN GROBDGAN

ENDANG SULISTYONINGSIH, 5.T., M.T.
FPembhbina Utama Muda [IV fc)
WIP. 13730726 199803 2 006




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN EAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama ¢ Ir. TRI RETNO INDRIATI, MP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Grobogan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,

ANG SUL 3
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730726 199803 2 006




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT

551,320,000

DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
No| Sasaran Program/Kegistan Indiator Kinerja Capalan Kineria Target Tahun
2024 2025
L. {Program Penunjang Urusan Cakupan pemenithan kebutuhan 100%: 100%
Pemerintahan Dacrah [penunjang kinerja urusan pemerintah
Kabupaten/Kota [dacrah meliputi administrasi
keuangan, adminintrasi umum,
Jana
Persentase Laporan leuangan sesuai 100% 100%
Standart Alcuntasi Publik
Persentase pemenuban dokumen area 100%, 100%
penilaian manajemen resiko
n. |Perenconsan, Penganggaran, Persentase dolaumen perencanaan, 100% 100%%,
dian Evaluasi Kinerja Perungkat |penganggaran dan evitluasi kinerja
Daerah wwuumn
b. |Administrasi Keuangan Persentase pembayaran gajl dan 100% 100%
Perunghat Dasrah tunjongan ASN dun penyelesaian
laporan keuangen tepat wakiu
c. JAdministrasi Kepegawnlan 1007% 10076
Perunghat Daersh Persentase penyelesainn administrasi
tepat waktu
d. |Administrnsi Umum Perangkat  |Persentase pemenuhan administrasi 1000 1008%
Dazrah unum Perangkat Dacrah tepat wakto
e |Penyedinan Jasa Penunjang Persentase pemenuhan kebutuhan 1007% 100%
Urusan Pemerintehan Daerah  [jasa penunjeang urusan Pemerintah
Dacrah tepat waktu
f |Pemeliharuan Barung Milik Porsentase BMD penunjang urusan 1007% 100%:
Dacrah Penunjang Urusan Pemerintahan Dacrah yung terpelibara
Tahun 2024 Tahun 2025
mi.—a-.‘ﬁ—-
Pemerintahan Dacrah
Kabupaten/Nota
a. |Perencanaan, Fenganggaran, dan Rp 150,111,000 | Rp 95,000,000
Evaluasi Kinerja Pecangkat Daerah
b, |Administrasi Kevangan Perangkat | Rp 3,609,945,000 | Rp 4,024,782,000
c. [Administrast Kepegawaian Rp 136,600,000
Perangkat Daerah Rp 135,307,000
d. [Administrasi Umum Perangkat Rp L138,647,742 | Rp 1,137,695,642
e. Mk Daerah -
Penunjang Urusan Pemerintah Rp 137,582,000
I |Penyediaan Jasa Penunjang Unusan | Rp 427,899,500




£ |Pemeiiharaan Barang Milik Daerah | Rp 742,426,240 | Rp 193,977,958
Penurgang Urusan Pemerintahan
Daerah ==
Jumiah Rp 6,205,633,482 | Rp 6,276,064,600

Purwodad|, 31 Januan 2025

SEKRETARILS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

-

I(vAb)
NIP. 19691003 2008




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN HAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang cfektil, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

MNamaea ¢ DARLAN, 5T. M.T.

Jabatan + Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab, Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  ENDANG SULISTYONINGSIH, 8.T., M.T.
Jabatan + Kepala Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran peganjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengsh
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Fihak kedua akan memberikan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, 3 Januar 2025

Pihak Kedua, Pitak Pertama,

DANG L MT. DARLAN ¥
. Pembing Utama Muda [IV/c] Pembiria {IV/a
NIP. 19730726 199803 2 006 NIP. 19680514 198903 1 006




LAMPIRAN PERJANJIAN EINERJA TAHUN 3036
EEPALA BIDANG EAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAHYAT

DAN KAWASAN FERMUKIMAN

HABUPATEN GROBOGAN
Capainn Tah
Spsarnn Program | Kegiaman Indikator Kinern o Pigel
Puin ] 20235
Progiais PFeagelolian dan Persemtase romal tanggs
Feapembangan Sistem Penyedinnn Alr | pang mendapatioon nkaes e, BR, Q0¥
Minam oir mimam ey
Pengelolann dan Pengembangan Satem | Jumlah BPAM yang
Pemgredinmn Air Motuom $SPARD di rer b pgan J
[Crserali k.l.l.luF:II.:n._ﬂEuLl e A
Progrs Peageloloen dan Persentase mmab tanggs
Feqgembangan Bistem Alr Limbah yang mesempati hanian
" 3 —r T2 55 TiTri%
lizpbah domestik) layak
Peigeicland dan Pengembangan Sistem | Fumdah ruinsh yasig beinb 351451 Aumsh Tengga | 352341 Rumah Tanggs
&ir Limibah Domeseik dalam Deerah terinyamn siscem Air Limbady
Kt g benf Keda Domentik yang bsvak
Progras Kivasan Permukiman Perzentase kawaian d0.11% 44 hits
permubiiman kumah dibasah
10 Ha yang ditangand
Penirgkatan Kealitas Eavwasan Perientase Kawasan T Ha
Permigiimgn Kumwh dengss Luas di Bawah | permsoksman kumuh dibawah 7 Ha
10 |Sepubuh) Ba mHlﬂl'II.If-llnEﬂl
Program Peninglkaton Prasarons, Pefieritadie perumahan LG qath S
Sarans dan Utiiites Tmwms [PET) yang sudah dilengkupl
PEU [Prasarnng, Sarais,
_{dan UtiEtas Do
Urssan Pervelenggnrsen PEL Perweninge Prasarnna
Perumabon Barama Utilitns Umom {FEL
Perumnbnn yang wlnk o & i
disernhilonn ke Pemeriniak AR “
Dimarah
Program /Kegiatan Adiggara) Keterangan
Tabun 031 Tabun 3025
PFrogram Pengeioiann dan Rp TIATIAN0.000 | Rp 5.064.5 15,000
Pengembangun Sistem Penvediann Alr
. |Mimmm
Pergelodsan don Pengembangan Siatem | Bp TITEAM0DM | Rp E.054.516.000
Pemyediaan fir Mmum (SPAMI &
Dewrnky Kabipaten Kot
Frogram Pengelolnan dan En 13534 004, 365K | Ap 12685179000
Blstem Alr Limbah
Pengelviann dan Pemgemibsngan Sistem | Rp 12534 b, 368 | Np 12685 179 000
Alr Limibah Deenestik dabadn Deerak
Fabiapmien f Kt
Frogriin Hawmsan Permokiman Fp 8. A0 N L
Peningkatan Kualitas Easasan Permukiman A 4, SO0LO00, o0
Kurmuh dergan Luas di Bawah 10 [Sepihih]
Ha
Program Peninghaton Barann, #n T1.33T 720450 | Hp 584339000
Prasarans dan Ptilitas Foam [PEU)
Urusan Perveleiiggainan PSU Rp 11 337 730450 | Ap 5,554 330,000
imalan
Jaminh Ep AL134.614 810 5! 28, 334,034 000
. - Purwedadi, 3 Jenomn 20734
HEPHMUWFEN-MHAH RAKYAT KEPALA BIDANG EAWASAN PERMURNMAN
OAH KAWASAN PERMURIMAN THNAS PERUMAMAN RAKYAT

OaN KEAWABAN PE TETs AR

Pembiza {1V fa)
NIP. 15580514 198503 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:
Nama :  UPIK FARIDA SURYA DONA, ST, M.5i1
Jabatan :  Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kab. Grobogan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  ENDANG SULISTYONINGSIH, 5.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedus akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuniabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanloal.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Pertama,

V' N

ENDANG SULISTYONINGS[H, 8.T.. M.T. UPTK FARIDA SURYA D, ST.M.Si
Pembina Utama Muda (TV /] Pembina (IV/a)

NIF. 19730726 199803 2 006 NIP. 19790822 200501 2014




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
EEPALA BIDANG PERUMAHAN DINAS PERTUMAHAN RAETAT
DAN HKAWABAN PERMUREIMAN

HABRUPATEN GROBOGAN
Mo Basaran Program, Kegatan Indikater Kinerja Copaian Tahun 3024 | Target Tahun 2035 |
Progrmam Pengembangan
|Perumaban
Sostalised dan Persiapan Penyediaan dan 1 10049
lnehaum Rumah Korban Bancana atau :ﬂ":mm;h‘d:n
A=lokas: P Ka nfKota
T Rehabilitas| Rumak Korban

Bencama  atau Relokas

Program Kebupaten/®ota
Pambangienan dan Rehabilitasi Rumah | Persendase rumah korbon 100%: 100%

Karban Bencana atsu Relokasi Program

bencans dan masvarakar

wwmm
Permukimaon Enmub

Feneegahan Perumahan dan
Kewnsan Permukiman Kumuh prdn
Dacmah Kabupaten /Kot

Aumah Tidak Layak Hund (RTLH)
RTLH diluar kawasan
permukiman kumuh dibawah
10 Ha yang dibangun

S0 Uit Bumah

238 Unit Rumah

Frogram Peningkstan Prasarmns,
Barana dan Utilltes Umam (FSU)

Urnsan Penvelenggaranm PEU
Perumahan

Perarnlase Prasarinsg
Sarantia Utilitas Umuis [FSL0)
Peromahan yeng telah
disermnhkan ke Pemerintah
[aerah

29,17

435.83%

Program / Keglatan

Anpggaran 2004

Anggumm 2025

Baterimngan

Program Pengembangan
Pernmahan

Pemyediaan dan Rehabilitasi Fumah
Rortvan Bencana atau Relokas
Program Kabupaien fKota

Rp 21,320,000

Fembangunan dan RBehabilitasd
Fumah Korhen Bencana atsu

Relokasi Program Kabupaten, Kotu

T4, 9500 000

Ep 256,688,000

Program Peromshen den Kowesan
Permukiman Eumuh

Fencegahan Perumahan dan
Kewn=an Permukiman Eumuh pads
Daerah Kabupaten /Kots

B,566, 785,000

5077 AT A0

Frogram Peaingkaton Prasamana,

Urusan Penvelengpiraan PSL

ﬁ'.ﬁm.mn’ Fp

108, B, KD

ﬂ.mim.nntq Rp E.&H,ﬂﬁ,-lm]_

Pembisa Utsma Muda (1V/c)

O NI 1T 30726 190803 2 006

Parwodadi, 31 Januar 20025
KEPALA BIDANG PERUMAHAN
DIMNAS PFERUMAHAN BAKYAT

UPTK FARIDA SURYA DONA, ST, M.Si
Pembina [TV &)
NIP, 19790822 200501 2 014



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN KAWASAN
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama :  AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan
Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Sclaku atasan Pihak Pertama, sclanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan meclakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

T Purwodadi, 3 Januari 2025

Pembina (IV /a)
NIP. 19730726 199803 2 006 NIP. 19770508 200604 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN KAWASAN LINGKUNGAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

EKABUPATEN GROBOGAN
No Sasaran Program /Kegiatan Indikator Kinerja Capaian Tahun | Target Tahun
2024 2025
Program Penatagunaan Tanah Persentase dokumen 42.86% 74.43%
peta aset tanah eks
bondo desa di
kelurahan yang
tersusun
|. |Penggunaan Tanah Yang Persentase dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
Hamparannya Dalam Satu Daerah |peta aset tanah eks
Kabupaten/Kota bondo desa di
kelurahan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Penggunaan Tanah
dalam 1 (satu)
Kabupaten /Kota
Tahun 2024 Tahun 2025
Program Penatagunaan Tanah Rp 2.376.722.700 | Rp 447.552.000
. |Penggunaan Tanah Yang Rp  2.376.722.700 | Rp 447.552.000
Hamparannya Dalam S8atu Daerah
Kabupaten/Kota

Purwodadi, 3 Januari 2025

KEPALA BIDANG PERTANAHAN DAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT PENATAAN KAWASAN LINGKUNGAN

.

o

s 8 4
4
J

f ’_-
.',/ &

DINAS PERUMAHAN RAKY

_DAN KAWASAN PERMUKIMAN

. KABUPATEN GROBOGAN

STYONINGSIH, [S.T., M.T.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730726 199803 2 006

DAN KAWASAN PERMU

Pembina (IV/a)
NIP. 19770508 200604 1 004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama : BHISMA SYAHPUTRA MOHAMAD, S 8TP, M AP

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab, Gro

Selanjutnya disebut Pihal Pertama

Nama Ir. TRI RETNO INDRIATI, MF

Jabatan t  Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kab. Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudlan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangks menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangks pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, 31 Januari 2025

Pihak Periama,




HEPALL SUNRACIAN PERENCANAAN DAK KEUANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKTAT DAN RAWABAN PERMUHIMAN

HABUPATEN GROBDGAN
Ho|  Sasarus Program,fegiian Inriknie Kinerjn Capaian Tubns : Tanun |
S L] 205
Frogram Penunjang Urssan il’.‘nkupnn pementban ehacubien ] 100rF
Pemerintabinn Dasrah penlinjnng Kiress unzsan
Eabupiten!Kota nesnerintah desrnb meliprid
nimisiserug keuangan, scdmindstras
umum, penyediznm s
Perseniese pamenaban dakemon 100 100
aren peraslian Macsdrmen reaik
Peritsiaee Laporoe Knasngnn s25tial 100k | O
| Smodarr Aluntaet PubiE
T Pereccanaan, Pengnapperan, |Feasnmpss dlilimnen perencaniaue, % s
dan Bralussi Kinsrda PEORENEEATAD dan peldscran loneris
Peringlat Dasrak yurg tATSuU R
11 | Koardine s dar Penyisines mJumilal: Laporan Capeiin Kinsog das 2 Lapatan 4 Lapornm
Lagoran Capalsn Kineda dan  — [Nchtisar RBealiaes: Kinerizs SXFD
lchtisar Realimns! Klnerja SKFD
3l | Penyus nag Doboumen = B Dakaamen
Perencaraan Pernogiat Daesh [AmiEn  Dokumen  Fanincansan
| Permngicat Dassrah
& |Evatuaai Kizera Eulhr Jiminh Laporan Evaluns] Kinerfa I Lapormn 4 Laporan
Omerak Perangeul Daerah
b. |Admintetrasi Heuangan Persermaae pisnbayoran g2, 10 T
Peranghat Dasrah rumjrngan AEN din penpelesainn
'IuEgrn.n krusngan tepol sk
1) |Penyedlodmn Jaz dan umlnl Cemng vang Menerima: Gaji 4 Dranyfinden 34 Jrapg/ ulan
TJ*'“‘Eﬂmﬁ_.__ﬂ" clan Tunjanges ASH
Zj |Pefiyodisan Adminiscree Jumlsh Dokuameén Hasil Pemyedinnn. | 13 Dakazmien 12 Dobcmien
Prlaksanian Tizgan ASX Admdnistrasl Prinksaness Tugna AEN
4 {Koardineei dan Penpumanan I Laparno | Lapuran
Laporns Keumnpan Sk sumloh Lapuran Keinngas Akhic
Tabun SKRD Tahun SXPD dan Laporan Hail
Epordingsd Pemneunas Lapoon
Alhir Tukisn SKPD
4] |Boordizmed dar Fenvusunan Juminh Lapecas Keuangan 4 Lapoqam 2 Laperag
Lapesan Keuangan Budsnan, Triwitanan | Semeiteran
Bulanan (M Triwndanas SEFD dan Laporwn Koordines)
fiemesieren AKPO Pervdaicnnn Laporie: Beaangan
ulapan | Triwulanas / Batrsstoran
KPP
T Bl Anggura
Hegiutan /Pekerjaan Eeterangnn
Taknin 3024 Talun 3035
Fropram Pecwrjang Uruten
Pemenniatue Dasrah
|| Kabupitanxora
.
Perencanaan, Pecganggeran, fun
Eicaluasi linarjs Peranghat Daemh
1 |Pifyssunan Dokusmen
Pensicanais Dmerah - | REi G001 D000
_— Pattyumscan Rerstra -E'-'H:iiﬂ A3 B0 000 Q0
2 |Foordinas] dan Fenyusuman
Lageran Capaian Kinara dan fus SO g 15,000,000 |




Penyusuran LKP] den LPPD " e [ 15,000,000
? |evaluasi xinerja Peranghat Dasrsh | A9 145,111,000 | g, 20,000,000
]Pm'fl-ﬁhﬂirf m- TEMA, :l.mEF'I'I’ HD ]‘5.'1].“ Hﬂ !qll:mln:m_
b. | Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
1 |Penyediaan Gajl dan Tungangan
ASH Rp 3.577,009.000| 3,976,742,000
dan T"'"EE“ PNS & PPPY o ¥ Ap 176,742 D0
& |Peayediaan Adménivtraci p 17 880,000
Peladsanaan ASM Rg 73,040,000
Balands Honorarium Pengelols
3 |Koordinas dan Penyusunan
Laporan Hewsngan &khir Tahun Ap 7,500,000
SEFD hp 10,000, D
Pemyusunan Laporan Keuangan
Akhiir Tatain N o, Rp 10,000,000
4 |Koordinasi dan Pesyusunan L[] 15, 0440,
Lwl-lplﬂ!nw Buianan, Hp 3,500,000
anan Semestoran 55PD
Perryusunan Laporen Keuangan L TH 15,600,000
semester | dan Semedter B Rp 7,500,000
Juminh Rp 3,750,060,000 | ®p 4,110,783 000
Pursmdadi, 31 Jenosn 2035
SEKRETARIS EASUBAG FERENCANAAN DAN KEUARGAN
“DINAS PERUMAHAN RAKYAT CHNAS PERUMAHAN RAKYAT
. KLk DAN EAWASAN Eiman

s M. AP
Periata Muds Th. 1{01 /b
19960719 I01A0& 1 007



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL TEENIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
AHLI MUDA, TUGAS TAMABAHAN SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

Nama :  RUDY LEKSONOQ, ST, MT

Jabatan :  Fungsional Penata kelola Bangunan Gedung dan kawasan
PermukimanAhli Muda

Tugas : Subkoordinator Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Tambahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.
G

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :  DARLAN, ST, MT
Jabatan :  Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Fihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, 3! Januari 2025

NIP. 19730515 200501 1 015




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

mmmuammmnrmmmm
TmufmummmmmuTum

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

- o/ Bub i - Cﬂm:;‘;':lhr.m TWEL;:}L“D
|Pengelolann dan Pengembangan | hanslab, RPAM yang
Blatetn Penpedissn Alr Minum (BPAM) |terbangun 2 it 20 unit
di Duorab Habupaten
1 [Pembangunan Sistesn Pemyedinan Air Kapusiias Sistem 0%R 12058
Minum (BPAM) Jaringan Perpipaan Penyndiast A Mimom
{EPAM) Jaringan Perplpaan
s Baen
2 Peringiatan 5PAM lardngan Perpipaan of Jamilah SPAM laringan i De=a 2 Deésa
Eawasan Perdesaan Perplpaan di Eawasan
Perdesaan yang ditimgkatkan
b. |Pengeloinan dan Peogembangas Jumlsh rumah yang sekady 251451 Rumah Tangza 352241 Rumah Tangzs
Sistem Alr Limbah Domestik dalam  |terbayani sistem Alr Limbah
Daeral Rabuputen/ Kota Dareestilk vang ayak
I IPmar-dm Sub Sintem Pengolahan Alr |Jumiah Rumah Tanggs 435 Rumah Torggs 435 Ruman Troggs
Limbah Domestil (SPALD] Setempat yang memblfc Toilet dan
Tanghl Sepiik Seauai
|dengan Standar
Progmm f Kegintan ' Sub Angmarnn Keterangnn
Kegiaton/ Pekerjain Tuhun 2024 Tahun HK25
Peagslolasn dan
Bistem Peoyedisan Alr Minum (SFPAM)
di Dasrah Esbupsten/Kota
| |Pengelolean dun Progembangnmn Sistern
Penyediman Air Mimam (SPAM) 8 fig 7.272,490,000 | Rp 6.064,515,000
Daerah Kabupaten / Kota
Fembangunan Sistem Peryediaan Alr Minam | ig 1,303 950, 000
{5PAM)| Bukan Jaringan Feipipaan
e 5 A Untub fip 1.303,950,000 =
mum!'._-
|SPAM) Jaringan Perpipaan
e - - mp 300,000,000
Fembangunan Sktem Peayediasn Lir Minuem i 5968, 540,000 5, FEl, 516,000
|SPAM] laringan Pemnipaan
Uproting insfaiasd Pengolafan Alr Mimem ] 5.968,540,000 | Rp 3,764, 516,000
Pedesoan [ DAK Sidong Adr Minm )
Program Pengelolasn dan
Peagembangan Sistem Alr Limbak
1 |Pengeloloun dan Pengembangan Sistem
Ade Timiiely Dionaoutile deiain Thaacah mp 12.534.404.368 | Rp  12,688,179,000
Kabupaten Kota




Rp 12,534,404 358 | Rp 12,685, 179,000
Ap 12534404368 | Bp  12.685,179,000
®p _ 19,806,094,968 Wp  18,749,695,000

KEPALA BIDANG
EAWAZAN PERMUKIMAN
- MAHAN RAKYAT
e om

LANEEATRY OROBOCAN

Purwodsd|, 31 Janiaer 2025

"HAMA JABATAN FUNGSIONAL®
HIDANG KAWASAN PERMUEIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN
PERMUKIMAN AHLI MUDA, TUGAS TAMEAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) BIDANG EAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan vang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini .

Nama : SHOMAN KHABIBE YULIANTO, 5.T.

Jabatan ¢ Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan
Permulkiman Ahli Muda

Tugas : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK] Bidang Kawasan

Tambahan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kab. Grobogan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nema . DARLAN, 8.T., M.T.
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas FPerumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan

Selalou atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewiwjudkan target Kinerja vang seharusnya sesum
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegapalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tangpung jawab kami.

Fihak kedua akan memberikan supervigi yang diperhukan serta akan melakukan
evaluasi aluntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanksi.

Purwodadi, Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak a

a

! N, S.T.. M.T. SHO J KHAEIB ¥, 5.T.
Pembina {TV/a) Penata (I c)
NIP, 19680514 198903 1 006 NIP, 19810709 201502 1 002




LAMPIRAN PERJAN.FIAN KINER.JA TAHUN 2045
PEJABAT FUNGEIONAL PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN EAWABAN PERMUEIMAN AHLT MUDA
TUGAS TAMBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEENIE EEGIATAN [FTTE|
BIDANG KAWASAN FERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN HAWASAN PERMITEIMAN

KARUPFATEN GROBOGAN
Mo Basirar Kegatan, Sul Kegiatan IraBearar Kinerjn ':‘F";;:“L”' 7‘_*1;;;_'?"“"
w
Fragram Hawasan Fermullman A1 1% A D
1 |Peninghatery  Kualites  Fawasan FPersenmnse Mawssan peroyubinan T Ha 7 Ha
Fermukiman Buwmuh dengan Lias di kumuh dibewal 10 Ha yung
Rasal) 16 {Sepububi Ha disungai
Pelakesnman Pembangunan Pemugarang | Luassn kasmsan lnannh dibawah 1 Ha= 1 His
Perempjisen PermkiEnan Kinmuh 1R b yecrg Aivinglatkan kst
linglanganys
Program Pecinghatan Frasarans, Barans Peracitase prromahag veng 1005 1
dan Utiiitas Umam |FRI sudal dilenglaqd PSTT [Prasssana,
Sararm, dan Utilitas Uimunyg
2 |Urasan Pemyeienpparasn PR Penunabon  [Persentass Prasarana Sarann a7 S0 o A5 AS%,
Utilitas Unum (PEU] Pensnabon
jvang telah disernlsnn ke
Pemerinmh Dasrah
Perpedingn Prasarans, Seroue, dan Jugalaly Lokasi Perumahan yang A% Lol Ad Loknsi
Liziiaes LEm i ¢li Periemalsan untuk Mexiiakcan PFrosarans. Sarmea,
Menunjang Fungsi Hiinian dan Urilsmas Umum yang
Menumjang Fungai Heinisn
Progrum f Kegiatan St il Rlismiagan
Kegintas/ Peloerjan Tabun 2524 e duds
Frogram Kawasan Permultiman Rp 1. 00, 004, DGy
1 |Pegingkatan  Eualitns  Kawaaan B 1SR OO MG
Fermukicsm Kumuh dengan Lans di =
Bawah 10 |Sepalich) T
Pulakransan Pombomgusan Pesuganan/ Ep 1 R D
Peremngsn Penoukimen Bomuh -
Penusaan LisgRungas wduk Perymgonmn Rp i TG CHNL O
Prrenieimean Kimeneh | 110 Lokaxi )
Program Peninghatan Barass, Prassrens | Bp 11.502. 720450 Rp 9,584, 330000
dun Teilitas Tmuam (FET]
I jUrusan Froyelenggacaas PSU Perumahan R 11,3045, 30004 Hp 0,584, 335,000
Penyadinnn Prosarmna, Sasesm, dan kp 11.30G.320.450 | Fp 0584, 130 000
l.il'.ililan Unznns di Peromabun wntok
Nefiinak a4t Fungesd Hhanian =
| fas Aanauftors Rp T&k dedk oo | Ep D87 260000
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TERAMPIL ARSIPARIS
SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah
ini:

Nama A, AJENG NOVIA NINGTYAS, A.Md
Jabatan : TERAMPIL ARSIPARIS
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama 1 SUGIARSI, SH

Jabatan 1 Kepala Subbag Umnum

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan tlarget kinerja vang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan membenkan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan
sanlsi.

Purwodadi, 3 Januar 2025

Pihak Pertama,

SUGIARSI, SH
Kepala Subbag Umum

NIP. 19710701 200604 2 021

A AJENG NOVIA NINGTYAS, A Md
Terampil Arsipans
NIP. 19851106 202421 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TERAMPIL ARSIPARIE

SERKRETARIAT DINAS FERUMAHAN RAHYAT
DAN HAWABAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GROBOGAN
M Snzeran Progrem Kegiatan f Sub Indikestor Hinerja Capaian Tahun 2024 | Tasget Tohun
Kegintan 2025
2. |Administrasi Umum Peranglat Persertase pemenuhan 100% 100
Dasrah administras wmum Perangkal
1} |Penyediasn Hahen Lopisvile Kanbor Jumiah Pakel Logistik Kantor yeng I Paliet 1 Pokd
Dimediakan
Jumbah Paket Boban Logstk )
Kantor yang Dhsedialcan
2 |Penyedisun Bahen Secuan dan Jumtah Dekumen Bahan Bacash 4 Dokumen 4 Daloames
Peraturan Perundang-undangsm dan Peraruran Percndoong-
Undangan yang Disediakan
Jumizh Dobumen Bahan Becaan dan
Pernturin Perundang-Undangan yeay
Disediakan
. 1!'1111-!1-“ Jasa Pesunjeag Ursaan |Fersentase pemenuhbem kebutuhan 1P 100
Femerintzhan Daernh ASE pENUNEANE urusan Pemerintah
Daerah tepat walo
1y | Penyedinun Jasa Surat Menyurat Jumish Laporan Pemyediaan Jasa 2 Laparan 2 Laporan
Surat Memyarat

KETALA SUE-DBAGEAN UMUM DAN KEPECEAWALAN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT

DAN- KAWASAN PERMUKIMAN

~KAHUPATEN OROBOOAN
b 1

_n’%uata’nt 1yl
710701 200604 2 031

Parandadi, 3 Januasi 20ES
TERAMPIL ARSIPARIS
SEKRETARIAT

-l T

Terampil Arsiparis
NIP.1BE51 106 202421 2 003
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PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

P,
]f""' "'“"“:‘-; DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
I
! b | KAWASAN PERMUKIMAN
14 | Jalan Dr. SutemeNomorid, Purwedadi, Grobogan, Jawa Tengah 55111
"a.-.-_:-;;q_;-;_—,:s Telepon (D252) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Pos-eldperakim.grobogan@gmail com
Judul Rapat . Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2025 & Koordinasi
Felaksanaan Kegiatan TA 2026
Tanggal t Senin, 10 November 2025
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Disperakim Kab. Grobogan

Pimpinan Rapat: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan
Peserta Rapat : 1. Sekretaris dan Kabid di Lingkungan Disperakim
2. Kasubag, Subkordinator dan ASN di Lingkungan Disperakim

Agenda :
1. Ewvaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2025,

2. Keoordinasi pelaksanaan kegiatan TA 2028 (perencanaan, penganggaran,
pengadaan, dan monev).

3. lsu/kendala lintas bidang serta kebutuhan dukungan.

4, Penetapan rencana tindak lanjut dan jadwal.

Ringkasan Pembahasan dan Keputusan Rapat;

1. Per 8 November 2025, capaian fisik mencapai 83,41% dan realisasi keuangan
62%. Kepala Dinas mendorong percepatan penyerapan anggaran khususnya
kegiatan fisik dengan perencanaan yang lebih rinci serta eksekusi lapangan
yang terukur. Diminta monitoring berkelanjutan terhadap kegiatan yang
penyarapan anggarannya masih rendah, sehingga potensi melewati lintasan
kritis atau hambatan di lapangan bisa terdeteksi dini dan ditangani tepat waktu.
setiap bidang diminta memastikan bahwa kegiatan yang sudah direncanakan
dan dianggarkan dapat terserap semaksimal mungkin. Penyelesaian kegiatan
fisik diharapkan selesai sebelum tanggal 14 Desember 2025.

2. Tindak lanjut: Akan dilakukan rapat kembali pada tanggal 24 November 2025
untuk memperbarui progres penyerapan anggaran dan mengevaluasi hasil
monitoring masing-masing bidang.




Demikian notulen rapat ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 10 November 2025
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permuk;

Dardan\S.T., M.T. &
NIP - 18680514 198903 1 006
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Fakior Kebechasilan

Hebarapa larged ifwulanan separ pembangunan rumah ayak hunl pericgkatan infrastrukiee dasar permuliman, Samte program penalaan Lawasan

kumuh $elah menunpukdican progres signithan sesual dengan rencana kana,

Monforng pelaksanaan kegiatan dilakukan secara borcala, sehingga wencala di lapangan dapat segera didentificasi dan ditmdaidanjut,
Progres fisk kegiatan tetap beralan dan menunjuskan capaian post#, meskipun proses adminsirasi keuangan masih befangsursg.

Proses gdminialrasi sepedi pengadasn, konirak, dan pencairan enggasan bedjalan lsbih cepal

Fakior Kegagatan
Masih ada babarapa orayek yang lefkendala revis dokumen adminsites) sehingga menyababkan deviasi @dwal

Kendala cuaca sediil mempengandhi progras fisk di lapangan

Rencana Tindak Lanjua

Mempercepa penyeiesaian progres fisik begiatan sesuai koramk agar segera dapal diskukan pemanksaan dan serah terima pekerjoan
Melakuran keardingai inlens® dergan BPKAD dan pikak terkait uriuk memaslican prosas administrasi pancaitan dapat betfalan aptmal 4i akker ahun anggaran
Manyueun dan mangiimian sl kepads Sekretars Dasrah Kabsipasen Grobogan 1erkall parmobanan kebedambatan pergajusn SPF dan SPM i

akhif tahun anggaran, sebagai benfuk kepatuan admnistasi dan miigas risko iemuan.

Gingbogan., 20 Desember 2R2E
Kegpala Dinas Perumahan Rakyal
dmn Kawiedn Permusiran

EMDANG S 5," THMT
Pampins Liamy umﬁ@. ¢

19TI0TIE 198801 2




Moniesing den Evaiupsl Anncara Akal Kinsrg Trimulen 4 Tabun 5135
Divad Paremaban Raagal S0n Pemukbnis

Eirmna
Fangampu Feadback
t“'_"“_, Target | Targetec | Realossind Rapbigayh .o T 4
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Pamaianan Persotan dan Lsisnva  yong Dipsbhars

i L o 2600 aung | inano 35090000 21 A B05 #0 37 | Sashynetarial
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Faklor Kaberhasilan

Beberapa target inwulanan seperh pembangunan rumah layak hurd, penrgkatan infrasiruklue cassr parmusimen. sana pograen penalaan tawasan

kummiuh flah menurguian progres sgniflkan sesual dengan nencana karja,

Moniomng pelaksanaan kegiatan dilakien socara befala, sehingga kendata di lapangan dapat segem dideniificasi dan ditindakianjuti.
Progres fisi kegiatan betap berjalan dan menunjuskan capaian positd, meéskpun prodes admmistasl keuangan masih badsngaurg.
Proses administrasi sepec pengadaen, komirak, dén pencairan angeanan befjakan kebih cepal

Faklor Kegagalan

Masik ada beberapa proyek yang lerkendala revis dokumen administrasi sehirgga menyekatikon devisal jadwal

Kerndpia cuach asdicl mempanpandi progres el di Bnpangan

Rencara Tindak Larul

Mampaicapat panyeleiaan prognes faik kegatan sesuai korinel ager segera dapsl disukan pemerksaan dan serah terima pekesjaan.
Melakukan koondinasi intens® dengan BPKAD dan plhak teckail untuk memastican prosss administras pencairan dapat batalan optmal di akbic EHUN AngHarAR
Meryusun dan menginmkan surs kepada Sakelars Dpesh Kabupaten Srobogan herkai permohonan kalaiambalan pengajian SPF dan SPM di
akhir tahun anggaran, sebagai bentuk kepatunan adminisiras: dan misgas) neko femuan,

Grabogatt. 20 Desember 2025
Keapals Dings Peruirahan Rakyal
fan Kaweaan Pammukiman
Kabupaien Grobogan

ENDAMNG BULISTYOMINGGIH 5 TM.T
Fariing Liama Muda (IVic)
1897307268 196803 2 008




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Dr, Sutomo Nomior 10, Purwodad:, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0252) 422012, Laman disperakim.grobogan.go.id
Paos-al dperakim._grebegang@gmail.com

Yth.

Dar|

Tembusan
Tanggal
Momor
Sifat
Lampiran
Hal

NOTA DINAS

Karyawan dan Karyawati Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan

: Kepala Dinas Perumahan Rakyal dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan

1 17 Desember 2025

. 600.2/140/2025

. Biasa

. Undangan

Dengan ini, kami mengharap kehadiran saudara besok pada :

Hari » Jum’at

Tanggal : 18 Desember 2025

Jam » 12.30 WIB - Selesai

Tampat » Aula Kantor Disperakim Kab. Grobogan

Acara . Rapat Monitoring & Evaluasi Penyerapan Anggaran TA. 2025 dan

Pembahasan Hasil Akhir Prasurvey Kegiatan TA. 2026

Demikian untuk mendapat perhatian dan diindahkan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,

ENDANG SULISTYONINGSIH, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IVic)

NIP. 19730726 189803 2 D06

Cupkurmen: (r (el desndatangan| secars slekiiond mencggunacn serifikat plelrandk

yang ciebikan pleh Balgt Besar Senifikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Megara (S558).




DAFTAR HADIR

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN GROBOGAN

Han | Tanggal Jum'at, 19 Cesember 2025

Waktu 12.30 WIB - selesal

Tempat Aula Kantor Disperakam Kabupaten Grobogan

Acara Rapat Monstonng & Evaluasi Penyerapan Anggaran TA. 2025 dan

Fembahasan Hasil Akkr Prasurvey Kegiatan TA 2026
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INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN

PERMUKIMAN
JI. Dr. Suteero N6 10, Purwedadi = Grobegan , 53111
Telp. (0292) 5140756 Fax (0292) 422012

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 050/528.1/2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang . a bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
Dinas Perumahan Rakyal Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan
peningkatan kinerja serta  lebih  meningkatkan
akuntabilitas kinerja, diperiukan indlkator yang
mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu
menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan,

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Perumahan Rakvat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.




Mengingal

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 lentang

Pembentukan Dacrah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, '

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teniang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomwor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomogr 114,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887];

. Peraturan Pemernintah Nomor 13 Tahun 2019

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

., Peraturan Presiden Nomor 29 Tabun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

. Peraturan Mcnteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor; 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;




10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/ 11,2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Indikator Kinenga Utami;

L1, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |Berita

) Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569},

12. Peraturan Dacrah Kabupaten Grobogan Nomor 15

tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daemah Kabupaten

Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 15,

13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Grobogan "Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2021
tenlang Rencana Strategis Perangkat Dacrah
Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor
50);

15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Grobogan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas

Perumahan  Rakyat dan  Kawasan  Permukiman
Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026,

KEDUA . Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari keputusan ini, .

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian  tujuan  dan  sasaran  strategis  Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan  Permukiman
Kabupaten Grobogan.



KEEMPAT . Indikator Kinega Utama {IKU) sebagamana dimaksud
diktumi  KESATU digunekan schagai dasar dalam
menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja
tahunan, rencana kerja dan anggaran, peranjian kinerja,
laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian knera.

KELIMA ¢ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan ¢i PURWODADI
Pada tanggal

Kepals Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
v';'{;‘}sﬂhmpmm Grobogan
(e
o A R s !
\—" é‘ P
Dra SISWANTO, MM

NIP, 196900618 1994035 1 005




c‘( 1. Nama Unit
v Organisasi

2. Urusan Pemerintah
yang Dilaksanakan

3. Tugas Pakok

4, Fungsi

Lampiran |
Keputusan Kepala Dinas Perumaban
Rakyat dan Kawasan  Permukiman
Kabupaten Grobogan

Nomor

Tentang Indikator Kinerja Utama [IKU)
Dinas Perumaban Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan

. Urusan Perumahan Rakyal dan Kawasan

Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Grobogan

Melaksanakan urusan pemerintahan dacrah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas
pembantuan di bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan pertanahan,

H)

bj

cl

d)

Perumusan kebijakan teknis di bidang
perumahan rakyal dan kawasan permukiman
dan pertanahan;

Pengoordinasian, pengembangzr, dan
fasilitasi kegiatan di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan
pertanahan;

Pembinaan dan pengendalian kegiatan di
bidang perumaban rakyat dan kawasan
permukiman dan pertanahan;

Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di bidang perumahan
rakyat dan kawasan permukiman dan
pertanahan,

Pengelolann kesckretariatan dinas, dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Bupati sesuai tugas dan fungsinys,

Kepala Dinas

Perumahan RaRyet dan Kawasan Permukiman

Kibugaten Grobogan

., Dr M
NIP. 19640618 199403 1 005




Indikator Kinerjs Utama

Dinas Peramahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

Tahun 2021-2026
, Kondisi Awal Target Kinerja Pada Tahan Ke-
Sasaran Srategis Inudikasar Definii Operasional e 2021 | 2022 | 2023 | 22 | 2025 | 26
Menmghatnya ramah byak  [Persentase rumah layak Jumlah rumah layak o dibagi jumlah 6234 ALBRE el 6] 6344] 8172 ALIO| 612K
huni dan kuablas linghungen [hure rumab dikali 100
permukaman
Persentase hawasan kumuh |Luas Sawasan bumuh (SK Bupaty) dibagi 0,068 QOS71 0054 GOS0 047 0N 0040
Tuas wilayah dikall 100 (5K Lama) | (SK Darw)
Monegkatnys pomeraihan  [Persentase rumah angps |Jumiah koo bl masyarakat yang rumah #1440 R5,500  B620| H7I0| HAM | RROD] 8980
akses air mimem dan air yang mendapatkan okses  |lanppa vang meadopatkan okses tochadap
lisnbah yang layak dan aman Jlerhadep air munum melabal [aie hingm melabut SPAM Jarangun
SPAM jaringan perpipasan  |perpipasn dan bekan Mringan perpipaan
dan bukan prmgan |tertindung di dalans sebualy
perpiaan terlindungu kabupaten/keta dibap Jumlab total
rrhodop rumah Langya peoyekss rumah tangpa di selurah
iseluruh kabupaten/ kota  [kabupaten/hota torsebsat dikali 100
Persentase jumbah romah {Jumlah rumah yary memiliki akses 76,54 73560 7837 TR TA0| 7aA2| TRea
lang,ps yang mendapatban  |penpolahan berupa cobluk + jumlh
layanan penpolahan air rumaly yang lumpur trganya tolah diolali
lmbab domostk i LT jumbab rumah yang syemdiki
sambungan rumah dan air imbatnya
diolah ds IPALD dibag) Jumlah rumah ds
Kabupaten/ Kota dikali 100




= Kondisi Awal Target Kinerja Pada Tahun Ke-
o L :
et st gl R el 20 | 2021 | 2022 | 2023 | 2om | 2025 | 20
Menirghatnya tertib Porsentese laban PSU yang, WIumluh lahan PSU yang disertsltkatkan % o 0 0| 23208 3613 76,92 00
admiusiris: pertanahan sudah diserahban dibags jamlah han PSU vang siglah
pengembang ke Pemda diserahlon pengembung ke Pemerintah
yang dserufikatian Daerah dikali 100
Mminglatnya kinetja taa Shoe ailar SKAL Score Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Scoew na7 7667 R N &) 51 §2
kedols pemenintaban & |berdasarkan hasil survey
haalitas pelsyanin pablis
didukang dpm manaenwn
admimstrass perkanioran
pemenntaban ye hatk
Kepala Dinas
Perumahan Rakyat Dan Kawssan Permukiman
Kabupaten Grobogan

s

w
N‘!l’. 19640618 199403 1 005




